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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara sebagai subyek hukum, jika dilihat dan sudut pandang
hukum intemasional adalah pendukung hak dan kewajiban. Berarti
negara mempunyai kedaulatan (souvereignm dalam batas wilayahnya
sendiri.

Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu
sifat atau ciri hakiki dari negara. Bila dikatakan negara itu berdaulat,
dimaksudkan bahwa negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi dan
kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah negaranya sendir dan
berakhir saat kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Kedaulatan suatu negara sewaktu-waktu akan mengalami
perubahan baik secara geografis maupun politik, karena terjadi
pemisahan wilayah, seperti hainya pemisahan witayah Timor Timur dari
negara Republk Indonesia. Dengan terjadinya pemisahan wilayah
tersebut, jelas mempengaruhi struktur atau tatanan negara Republik
indonesia, terutama jika diiihat dari segi hukum intemasional.

Pemisahan wilayah Timor Timur dari Indonesia Yyang
sebelumnya merupakan wilayah negara Republik Indonesia yang kini
telah menjadi suatu negara yang merdeka, berdaulat dan mempunyai




pergeseran peta politk dalam kaitanttya dengan konsep hukum
intemasional.

Perubahan-perubahan dalam peta politik tersebut (termasuk
pemisahan wilayah Timor Timur dari negara Indonesia) mempunyal arti
penting bagi hukum internasional, terutama dalam pengakuan negara
baru serta hubungan-hubungan antara negara.

Terjadinya pemisahan wilayah Timor Timur dari wilayah negara
Republik Indonesia, bukan saja menimbulkan masalah dalam negeri
tetapi juga masalah yang berkaitan langsung dengan hukum
imternasional, misainya dalam hal pengakuan serta perjanjian yang
pemah diadakan dengan negara-negara lain.

ldentitas negara dapat mengalami perubahan-perubahan ketika
terjadi suksesi. Adakalanya negara-negara lama lenyap dan negara-
negara baru timbul begitupun kalau terjadi disintegrasi bangsa atau
negara. Hal ini tidak berarti negara lama lenyap tapi negara lama
tersebut ada sebagai wilayahnya yang lepas menjadi negara baru,
seperti keluamya Timor Timur darl wilayah Indonesia yang akan
membentuk negara merdeka sendiri.

Terdapat juga peristiwa di mana tidak akan terjadi perubahan
identitas negara tersebut sepertl kalau terjadi revolusi menumbangkan

pemerintahan [ama dan menimbulkan pemerintahan baru dari negara



yang sama. Hal inilah yang biasa disebut dengan istlah suksesi
pemerintahan.

Umumnya Kkalau terjadi suksesi pemerintahan tidak setalu
mempunyai dampak hukum intemasional apalagi kalau suksesi
pemerintahan terjadi secara konsfitusional sesuai dengan hukum
nasional negara yang bersangkutan. Dampak hukum internasional akan
muncul melalul pengakuan jika terjadi suksesi pemerintahan melalui
kudeta atau cara inkonstitusional. Negara lain bermpikir apakah akan
memberikan pengakuan kepada pemerintah yang sah atau kelompok
yang menggulingkan pemerintah yang sah tersebut.

Perubahan-perubahan status atau identitas negara menimbulkan
masalah-masalah bagi masyarakat Intemasional. Pengakuan adalah
salah satu masalah yang sangat penting, bilamana terjadi pemerintahan
baru atau negara sebagai akibat terjadinya pemisahan wilayah yang
akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban baru pula' dalam konteks
hukum imternasional. Bilamana pemerintah atau negara baru harus
fnendapat pengakuan tersebut, maka negara baru itu selama masa
transisi belum dapat mengadakan hubungan mtemasional dengan
lancar.

Terjadinya pemisahan witayah dan membentuk negara sendir,
seperti halnya Timor Timur akan mengakibatkan perubahan-erubahan
terhadap struktw dan tatanan hukum di dalam negara Republik




1.2

Indonesia maupun dalam tatanan hukum internasional karena adanya
negara baru yang dalam masa ftransisi berada dalam naungan
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pemisahan wilayah Timor Timur dari negara Republik Indonesia,
mempunyai akibat langsung terhadap pola atau struktur organisasi
masyarakat internasional yang didasarkan afas negara-negara
berdauiat, yakni negara Republik Indonesia.

Dengan berdasar dari uraian-uraian tersebut di atas, maka
terjadinya pemisahan wilayah Timor Timur dari negara Republik
Indonesia, menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum internasional
baik terhadap Indonesia maupun Timor Timur sebagai negara baru. Hal
inilahy yang melatarbelakangi sehingga penulis memilin judul ini datam

bentuk karya iimiah atau skripsi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan
“tersebut, pada persoalan hukum yang menyangkut pemisahan wilayah
Timor Timur dari Indonesia, maka dalam penyajian skripsi ini dibagi
pada hal-hal pokok saja dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses integrasi Timor Timur menjadi bagian
wilayah Indonesia dan proses pemisahan Timor Timur dari
wilayah Republik indonesia?

2. Bagaimanakah konsekuensi hukum intemasional terhadap

pemisahan wilayah Timor Timur dari Indonesia?




1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian !
a. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui proses integrasi Timor Timur menjadi bagian
wilayah Indonesia dan proses pemisahan Timor Timur dari
wilayah indonesia.

2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum intemasional terhadap
pemisahan wilayah Timor Timur dari indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

1. Memperoleh data yang mendasar dan jelas yang berkaitan
dengan proses integrasi Timor Timur menjadi bagian wilayah
Indonesia dan juga yang berkaitan dengan proses pemisahan
Timor Timur dari wilayah Indonesia.

2. Memperoleh informasi yang akurat tentang dampak pemisahan
Timor Timur dari Indonesia terhadap Kkonsekuensi hukum

_intemasional yang berkaitan dengann suksesi negara.

1.4 Metode Penelitian
Dalam rangka pengumpulan data guna menyusun skripsi ini,
maka dipergunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Penelitian kepustakaan (/ibrary research)
Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari atau

menelaah literatur hukum internasional, jumal, hasil

peneliian, laporan penelitian, publikasi iimiah, majalah dan

surat kabar yang ada relevansinya terhadap pemisahan



wilayah Timor Timur dar Indonesia. Data yang diperoleh

merupakan landasan teoritis. |

. Penelitian lapangan (fie/d research)

Penelitian Ini ditakukan dengan teknik:

a. Cbservasi
Yakni mengunjung Departem_en Luar Negeri di Jakarta
khususnya Direktorat Perjanjian Intemasional.

b. Wawancara
Yakni melakukan serangkaian wawancara langsung
kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan
sehubungan dengan pemisahan wilayah Timor Timur dar

negara Republik Indonesia.

. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis

secara kKualitatif deskriptif.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum intemasional

Hukum intemasional dalam artl luas mencakup hukum perdata
intemasional dan hukum publik intemasional. Namun dalam praktek
sehari-hari hukum publik intemasional Iebi'h dikenal sebagai hukum
intemasional. Hukum publik internasional juga sering disebut sebagai
hukum intemasional dalam arti sempit. Dalam kajian ini, penulis hanya
ingin menguraikan pengertian hukum intemasional publik.

Pengertian hukum intemasional pubiik menurut Mohd. Burhan
Tsani (1990:4-5) adalah terdini dari hukum intemasional yang bersifat
umum berkaitan dengan negara sebagai lembaga dan pelaksana
hubungan intemasional. DI dalamnya meliputii hakekat dan
perkembangan hukum intemasional, sumber hukum internasional,
subyek hukum Intemasional dan hukum naslonal. Sedangkan hukum
internasional yang berkaitan dengan negara sebagai lembaga
mencakup: negara pada umumnya, pengakuan, kedaulatan teritorial,
hak dan kewajiban negara.

Dengan pengertian dan ruang Ungkup hukum intemasional
tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum intemasional

meliputi sistem hukum yang mengatur eksistensi atau keberadaan



negara itu sendiri sebagai subyek hukum intemasional. Dalam
perkembangannya hukum intemasional tidak hanya mengatur negara
tapi juga subyek hukum selain negara. Seperti pengertian hukum
internasionat yang dikemukakan oleh J.G. Starke (1988: 3) adalah:

Hukum intemasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan

hukum yang untuk sebagian besar tferdiri dari prinsip-prionsip

dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara
merasa dirinya terikat untuk mentaati secara umum dalam
hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi:

a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsinya
lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi intemasional,
hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan
mereka dengan negara-negara dan individu-individu, dan

b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan
individu-individu dan badan-badan non negara sejak hak-hak
dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut
penting bagi masyarakat intemasional.

Pengertian hukum (ntemnasional tersebut, melampaul batasan
tradisional hukum intemasional sebagai suafu sistem yang semata-
mata ferdin dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan
antara negara-negara saja. Definisi ftradisional mengenai hukum
intemasional yang hanya mengatur negara saja, dalam
perkembangannya yang terjadi selama empat dekade yang telah
lampau, definisl tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu
pandangan menyeluruh (komprehensif) mengenai semua kaidah yang
saat ini diakui merupakan bagian dari hukum intemasional.




2.2

Hal ini dapat juga débaca dalam buku Mochtar Kusumaatmadija
(1999:3) yang mengemukakan pengertian hukum intemasional sebagai
berikut.

Kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara persoalan

yang melintasi batas negara antara, baik negara dengan negara

maupun negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau
subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Demikian pula Chaind Anwar (1889.2) juga mengemukakan
sebagai berikut:

Hukum intermmasional adalah sekumpulan asas-asas kebiasaan-

kebiasaan, dan aturan-aturan yang dipatuhi sebagai kewajiban

yang mengikat oleh negara-negara berdaulat dan badan-badan

intemasional di dalam hubungan mereka satu sama lain dalam
pergaulan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab.

Jadi terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum
internasional publik dan hukum perdata internasional. Namun hukum
intemasional publik dan hukum perdata intemasional keduanya
mengatur hubungan atau persocalan yang melintasi batas negara

(intemasional), sedangkan perbedaannya terletak dalam sifat hukum

hubungan atau persoalan yang diatumya (obyeimya).

Negara Sebagal Subyek Hukum Iintemaslonat

Pengertian subyek hukum pada umumnya dapat dikemukakan
sebagai penyandang atau pendukung hak dan kewajiban. Jadi subyek
hukum infemasional adalah pemegang atau pendukung hak dan

kewajiban menurut hukum intemasional. Dengan perkataan lain, seflap
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pendukung atau pemegang hak dan kewajiban menurut hukum
intemasional adalah “subyek hukum internasional.

Dalam sejarah awal perkembangan hukum intemasional
memang negara dikatakan sebagai satu-satunya subyek hukum
internasional, karena pada masa ifu belum dikenal adanya organisasi
imtemasional dan subyek hukum intermnasional _selain negara.

Menurut | Wayan Parthiana (1980:58-60) mengemukakan:

Negara adalah merupakan subyek utama dari hukum

internasional, baik difinjau secara historis maupun secara

faktual. Secara historis, yang pertama-tama merupakan subyek

hukum intemaslonal pada awal mula lahir dan pertumbuhan
hukum intemasional adalah negara.

Pendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa peranan negara
sebagal subyek hukum Internasional lama kelamaan juga menjadi
dominan oleh Kkarena bagian terbesar dari hubungan-hubungan
internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah
hukum intemasional dilakukan oleh negara-negara. Bahkan hukum
intemasional itu sendiri boleh dikatakan bagian terbesar terdin atas
hubungan hukum antara negara dengan negara.

Demikian pula Mohd. Burhan Tsani (1990:12) mengemukakan:

Negara dinyatakan juga sebagai subyek hukum intemnasional

yang pertama-tama, sebab kenyataan menunjukkan bahwa yang

pertama-tama melakukan hubungan intemasional adalah
negara. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional

dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati
oleh negara apabila mereka saling mengadakan hubungan.
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Kelebihan negara sebagai subyek hukum intemasional
dibandingkan dengan subyek hukum intemasional yang lain, adalah
negara memiliki apa yang disebut kedaulatan (souvereignity).
Kedaulatan yang artinya kekuasaan tertinggi dar suatu negara. Adanya
kedauiatan menunjukkan betapa luas kewenangan dan kekuasaan
negara dalam bertindak baik secara interm maupun secara ekstem.

Tindakan atau kedaulatan negara secara ekstem berarli negara
mempunyai hak unfuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian
intemasional, mengajukan tuntutan-tuntutan apabila terjadi suatu
pelanggaran terhadap suatu perjanjian internasional, sebagai pihak
penggugat atau pihak tergugat di depan Mahkamah Intemasional serta
menikmati hak-hak khusus (previlige) dan kekebaian diptomatik (Chairul
Anwar, 1989:26).

Oleh karena negara merupakan subyek hukum intemasional
yang menempati urutan pertama d antara subyek hukum intemasional
lainnya, seperti organisasi intermasional, Tahta Suci (Vatican), Palang
Merah Intemnasional, pemberontak dan pihak dalam sengketa
(belligerent) dan orang perorangan (individu), maka perlu diberikan
batasan pengertian tentang negara itu sendiri. Huala Adolf mengatakan
(1991:1-2) bahwa:

Negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen

menempati suatu wilayah tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan

hukum vyang melaisi pemerintah mampu menjalankan
kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan



12

harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu
menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan
hubungan intemasional dengan masyarakat intemnasional

lainnya.

Meskipun ada sarjana yang mengemukakan definisi atau kriteria
yang dapat disebut sebagai negara namun secara umum apa yang
telah menjadi unsur negara yang dikemukakan sarjana tersebut tidak
jauh berbeda dengan unsur-unsur fradisional suatu negara yang
tercantum dalam Pasal 1 Montevideo (Pan American) Convention of
Rights and Duties of States of 1933. Pasal tersebut berbunyi sebagai
berikut | Wayan Parthiana (1890:62) sebagai berikut:

The state as a person of intemational law should posses the

following qualifications.

a) a permanent population (penduduk yang tetap).

b) a defined territory (wilayah yang pasti).

c) agovemment (pemerintah) and

d) & capacity to enter into relations with other states

(kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-
negara lain).

Dari beberapa kriteria atau unsur negara tersebut selanjutnya
oleh | Wayan Parthiana (1990:63-65) menguraikannya sebagai berlkut:
a) a permanent population (penduduk yang tetap) adalah sekelompok
orang yang secara tetap atau permanen mendiami atau bermukim
dalam suatu wilayah yang juga sudah pasti luasnya, b) a defined
terrifory (wilayah yang pasti) adalah suatu wilayah yang dimukimi oleh
penduduk atau rakyat dari negara itu; ¢) government (pemerintah)

pengertiannya adalah bahwa rakyat atau penduduk yang menempat
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wilayah tersebut hidup dengan mengorganisasikan din mereka sendiri.
Dalam hidup berorganisasi sudah tentu ada yang dipimpin dan ada
yang memimpin. Kelompok yang memimpin inilah yang mempumnyai
kewenangan untuk mengatur, mengelola dan bertindak baik ke dalam
maupun ke luar. Dalam suatu organisasi yang disebut negara,
kelompok yang memimpin inilah yang disebut pemerintah
(govemment), d) a capacity to enter into relations with other states
(kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara ain) adalah
bahwa unsur ini yang sebagai unsur non fisik, merupakan penentu
terakhir keberadaan suatu negara, artinya apakah rakyat yang berada
atau bermukim dalam suatu wilayah dan mengorganisasikan dirinya di
bawah satu pemerintah itu dapat disebut sebagai negara atau bukan
negara.

Unsur-unsur di atas merupakan unsur yang esensial suafu
negara yaitu harus ada rakyat, harus ada daerah (wilayah), harus ada
pemerintah dan ada kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan
negara lain. Keempat unsur-unsur tersebut di atas dapat dikualifikasi
adanya unsur faktual (nyata) yaitu terdiri atas unsur penduduk (rakyat),
unsur daerah (wilayah) dan unsur pemerintah, sedangkan unsur tidak
nyata yaitu unsur kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan

negara-negara lain.




2.3
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Ada juga pendapat sarjana mengatakan kualifikasi unsur-unsur
negara tersebut belumiah dépat dikatakan sebagai subyek hukum
intemasional, akan tetapi negara dapat dikatakan sebagai subyek
hukum intemasional apabila memenuhi enam unsur (cii) yang
dikemukakan oleh Huala Adolf (1591:8) sebagai berikut:

Harus ada rakyat (penduduk), harue ada daerah (wilayah), harus

ada pemerintah, kemampuan unfuk mengadakan hubungan

dengan negara-negara lain, negara harus  dapat
mempertanggungjawabkan findakan-tindakan pejabat-
pejabatnya (agents) terhadap pihak negara lain dan negara

harus merdeka, tanpa merdeka suatu negara bukaniah negara
sebagai subyek hukum intemasional.

Pengertian Perjanjian Intemasional

Perjanjian intemasional sebagai salah satu sumber hukum
intemasional (dalam arl formal) dewasa inl memegang peranan
penting. Hal ini dapat dimengerti oleh karena perjanjian dianggap
sebagai sarana yang paling efektif untuk mengatur dan sekaligus
menampung berbagai masalah intemasional.

Menurut Oppenheim (Syahmin AK, 1982:67) mengemukakan
bahwa:

Perjanjian menduduki peranan terpenting (the greatest

importance), terutama pada akhir-akhir ini dalam rangka

mengadakan aturan-aturan hukum yang baru untuk tindakan

imtemasionat yang akan datang, atau menguatkan, menentukan

atau menghapuskan aturan-aturan hukum kebiasaan atau
konvensional yang ada.
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Senada dengan pendapat ini, Mochtar Kusumaatmadja
(1999:84) mengemukakan:
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara

anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk
mengakitsatkan akibat hukum tertentu.

Dari batasan di atas, jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan
perjanjian intemasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subyek
hukum intemasional yang menjadi anggota masyarakat intemasional.

Selain itu, perjanjian juga dapat dianggap bermanfaat untuk
menjamin adanya kepastian hukum dan untuk mencegah timbulnya
kekosongan (kevakuman) hukum sehingga hal demikian dapat
dipandang sebagai suatu sarana kodifikasi dari aturan-aturan hukum
internasional yang lama maupun yang baru.

Chairul Anwar (1989:71) mengatakan sebagai berikut.

Perjanjian intemasional adalah persetujuan di antara dua negara

atau lebih untuk memenuhi atau melaksanakan hak-hak dan
kewajiban yang telah disetujui bersama.

Oleh karenanya, setiap negara yang Dberdauiat dapat
mengadakan perjanjian antamegara, sedangkan negara yang semi
berdaulat dapat mengadakan perjanjfian antamegara, apabila secara
terang-terangan atau diam-diam diizinhkan oleh negara yang

melindunginya..
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Ruang kngkup perjanjian imternasional meliputi subyek yang luas
seperti bidang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, perdagangan, ilmu
pengetahuan serta teknik.

Dewasa ini terdapat berbagai ragam jenis perjanjian
intemasional yang meliputi ekstradisi, batas antamegara, soal-soal
pengungsi, kebudayaan, persekuh;an—persekutuan militer, hubungan-
hubungan diplomatik dan konsuler, komunikasi dan transportasi,
industri serta bidang-bidang fainnya.

Bertambah eratnya hubungan antamegara, semakin bertambah
banyak dibutuhkan aneka ragam perjanjian intemasional yang
mengatur berbagai masalah tertentu dan sebagai wahana untuk
mengembangkan dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan sehubungan dengan
pengertian perjanjian intemasional, maka periu pula dikemukakan

Kasifikasi perjanjian internasional.

a. Perjanjlan internaslonal ditinjau darl jJumiah pesertanya.

Dalam suatu perjanjian internasional para peserta yang
membuat, merumuskan maupun terikat di dalam perjanjian tersebut
dapat dua negara atau lebih dari dua negara. Beraneka macam
jumiah peserta perjanjian tersebut secara garis besar dapat

dikelompokkan menjadi dua yaitu:
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a. Perjanjian intemasional bilateral; dan
b. Perjanjian intemasional muttilateral.

| Wayan Parthiana (1990:160) mengatakan sebagai berikut:
Perjanjian  imtemnasional  bilateral adalah  pesjanjian
intemnasional yang jumiah peserta atau pihak-pihak yang
terikat di dalamnya terdiri atas dua negara saja. Sedangkan
perjanjian  internasional multilateral adalah  perjanjian

intemasional yang peserta atau pihak-pihak yang terikat di
dalamnya lebih dari dua negara.

Dalam literatur hukum intemasional, perjanjian intemasional
yang bentuknya bilateral disebut pula tfresty contract, sedang

multilateral disebut law making contract.

. Perjanjian Intemasional ditinjau darl kaldah hukum yang
dilahirkannya

Dari  bentuk-bentuk  perjanjian  internasional  dapat
menimbuikan kaidah hukum seperti tersebut di bawanh ini:

a. Perjanjian-perjanjian intemasional yang meiahirkan Kkaidah-
kaidah hukum yang khusus berlaku bagi pihak-pihak yang
bersangiautan atau lazim disebut treaty contract.

b. Perjanjianperjanjlan intemasional yang melahirkan kaidah-
kaidah hukum yang berlaku secara umum atau yang terbuka
bagi pihak ketiga atau disebut /aw making contract atau treaty

contract.
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Berdasarkan bentuk perjanjian-perjanjian tersebut di atas
secara tegas dapat diuraikan bahwa treaty contract hanya
melahirkan kaidah-kaidah hukum intemasional yang hanya beraku
bagi pihak-plhak yang bersangkutan saja sehingga biasa juga
disebut perjanjian khusus. Perjanjlan khusus ini pembentukannya
hanya melalui pendekatan-pendekatan _atau kontak-kontak secara
resmi maupun setengah resmi, perundingan, penandatanganan dan
meratifikasi atau mengikatkan dii pada naskah perjanjian yang
disepakatinya itu, misalnya perjanjian-perjanjian tentang garis batas
wilayah dan perjanjian-perjanjian tentang perdagangan antara dua
negara, sedangkan /aw making treaty melahirkan kaidah-kaidah
hukum intemmasional yang berlaku bagi semua pihak. Adapun ciri-ciri
law making treaty adalah:

a. Perjanjian terbuka (perjanjian umum) isi atau masailah yang
diatumya adaiah masalah yang menjadi kepentingan beberapa
negara saja, contoh. penghasit sumber daya alam dan
perdagangan.

b. Perjanjian umum, isi atau masalah yang diatw di dalamnya
merupakan kepentingan sebagian besar atau seluruh negara di
dunia, contoh: perjanjian tentang hukum laut intemasional,
tentang korban perang, masalah hukum diplomatik dan masalah
hukum udara atau ruang angkasa.
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¢. Perjanjian umum, yang berdasarkan ruang lingkup masalah yang
diatur adalah masalah yang obyeknya hanya terbatas bagi
negara-negara dalam safu kawasan saja, contoh: perjanjian
kerja sama antara hegara-hegara yang ada di kawasan di Benua
Afrika mengenai Organisasi Persatuan Afrika (Organization of
Africa Unity) pada tahun 1963, perjanjian tentang ekstradisi
antara  negara-negara Eropa (Ewropean  Extraditions

Conventions) pada tahun 1857.

c. Perjanjlan Intemasional ditinjau darl prosedur atau tahap
pembentukannya.

Mengenai prosedur atau tahap pembentukan perjanjian
intemasional tidak ada ketentuan-ketentuan secara pasti yang
mengatumya. Adapun tahap pembentukan perjanjian intemasional
dikemukakan oleh Mohd. Burhan Tsani (1980:75) sebagai berikut.

Langkahdangkah pembentukan perjanjian intemnasional

adalah (a) Pemberian kuasa resmi kepada orang yang

meiakukan negosiasi atas nama peserta, (b) Negosiasi dan
adopsi, (c¢) Otentikasi dan penandatanganan, (d) Ratifikasi,

(e) Aksesi dan addesi, (f) Mulai berlakunya perjanjian

imemasional, (g) Registrasi dan publikasi dan (h) Apfikasi
dan pelaksanaan perjanjian intemasional.

Hal senada juga dikemukakan oleh Von Giahn (Chairul
Anwar, 1988:74) sebagai berikut:
Bahwa proses terbentuknya suatu perjanjian mengikuti

empat tahap yaitu: (1) Tahap perundingan (termasuk
pengesahan darl teks), (2) Tahap penerimaan sementara



dan teks, biasanya dengan membubtshkan tandatangan dari

waki-wakil yang  ditugaskan dalam  perundingan,
(3) Diterimanya perjanjian intemasional tersebut, biasanya
melalui ratifikasi dan (4) Bertakunya perjanjian intemasional.

Dalam teori mengenai prosedur pembentukan perjanjian
intemasional secara umum dikenal ada melakii beberapa tahap.
Perjanjian intemasional yang melalul 2 tahap sebagal berikut:
(1) Tahap perundingan (negotiations), (2) Tahap penandatanganan
(signature). Perjanjian intemasional yang melalui 3 tahap sebagai
benkut: (1) Tahap perundingan (negofiations), (2) Tahap
penandatanganan (signature} dan (3) Tahap pengesahan atau
retifications (Mochtar Kusumaatmadja, 1999:88-94).

Berdasarkan uraian tersebut di atas tentang prosedur
pembentukan perjanjian interasional pada dasamya mempunyai
maksud yang sama walaupun langkahdangkah atau tahap-tahap
prosedur pembentukannya men:!punyai perbedaan-perhedaan
antara para sarjana hukum intemasional itu. Untuk itu dapat
dikatakan prosedur pembentukan perjanjian intemasional pada
umumnya mempunyal kesamaan, sebab dl dalam hukum
intemnasional secara teori maupun dalam prakteknya banyak negara
yang melakukan atau mengadakan perjanjian-perjanjian
intemasional  baik perjanjian biateral dan multilateral umumnya
menempuh tahap sebagai benkut:

a. Tahap perundingan (negofiations).
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b. Tahap penandatanganan (signature).
c. Tahap pengesahan (ratification). |

Dalam tahap pembentukantahap membuatd perianjian
intemasional langkah yang ditempuh mula-mula dengan cara
perundingan (negotiation). Tahap perundingan (negofiation} ini, di
mana waki-wakil para pihak bertemu dalam suatu forum atau
tempat yang secara khusus membahas dan merumuskan pokok-
pokok masalah yang dirundingkan itu (I Wayan Parthiana,
1990:170}).

Sedangkan tahap penandatanganan (signature) dalam suatu
perjanjian intermasional biasanya merupakan hal yang paling formal
karena rancangan teks perjanjian itu bharus diumumkan
(dipublikasikan), setelah diumumkan dan rancangan sudah final,
maka barulah ditandatangani perjanjian itu yang kemudian nanti
diperiukan pengesahan.

Penandatanganan perjanjian intemasional mempunyai art
hahwa para delegas! yang telah menyetujui suatu teks dan mau
menerimanya kemudian akan menyampaikannya kepada
pemerintah masing-masing untuk mendapatkan persetujuan apakah

menerima perjanjian intemasional tersebut ataukah menolak

perjanjian intemasional itu (Boer Mauna, 2000:116).




Tahap terakhir adalah ratifikasi. Tahap ini merupakan
persetujuan kepala negara atau pemerintah atas penandatanganan
pefjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya (full
power) yang difunjuk sebagaimana mestinya. Jadi tahap ratifikasi
dapat dilakukan apabila setelah suatu kewajiban hukum sudah
dipenuhi yaitu tahap perundingan _(negotfaﬂon) dan tahap
penandatanganan (signature).

Pengertian ratification (pengesahan) oleh Chairul Anwar
(1989.:75) mengatakan sebagai berikut:

Ratification  adalah  pengesahan suatu  perjanjian

intemasional oleh negara yang menandatangani perjanjian

tersebut, sesuai menurut ketertuan-ketentuan konstitusi dari
negara yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas bahwa persetujuan
suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian intemasional harus
dinyatakan dengan ratifikasi sebagaimdna dijelaskan dalam Pasal
14 Konvensi Wina 1969 (Mohd. Burhan Tsani, 1990:76-77) sebagal
benkut:

a) Perjanjian Intemasional menentukan demikian secara
tegas-tegas, b) Kecuali apablla ditentukan sebakknya,
negara yang mengadakan negosiasi menyetujui bahwa
ratifikasi adalah periu, ¢} Perjanjian intemasional yang telah
ditandatangani akan berlaku hanya kalau sudah diratifikasi,
d) Kemauan negara unfuk menandatangani perjanjian
intemasional dengan syarat akan berlaku kalau sudah
diratifikasi, nampak dalam instrumen "Ful/l Power'nya, atau
dinyatakan demikian selama negosiasi.




d. Perjanjlan intemasional ditinjau darl fungsi/sifatnya.

Klasifikasi perjanjian intemasional berdasarkan fungsifsifat-
nya dapat dibedakan atau digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Law making ftreaties (perjanjian yang membuat hukum dan
menciptakan hukum).
2. Treaty contract (perjanjan yang bersifat kontrak).

Mengingat kedua macam fungsi/sifat tersebut merupakan
kiasifikasi sangat penting dalam kaitannya dengan perjanjian
internasional, maka /aw making treaties dapat dikatakan sebagai
sumber hukum internasional secara langsung dan berlaku umum.

Pengertian Jaw making (reaties ialah perjanjian yang
meletakkan  ketentuan-ketentuan hukum bagi  masyarakat
imternasional secara keseluruhan, yang pada umumnya merupakan
pefjanjian muttilateral (Mochtar Kusumaatmadja, 1999:87).

Maksud rumusan tersebut di atas sejalan dengan yang
dikemukakan oleh Oscar Svarlien (Syahmin AK, 1992.75-76)
sebagai berikut:

A law making treaty is a multilateral arrangement, ar treaties

law, which has the affect of setting up certain legal norms for
the conduct of states in their mutual intercours.

Jadi law making freaties bukan saja melahirkan aturan-aturan

atau kaidah-kaidah hukum bagi para pihak peserta perjanjian,




melainkan juga mengatur pihak ketiga dan masyarakat intemasionat
pada umumnya.

Sedangkan pengertian freafy contract menurut Syahmin AK
(1982:78) sebagai berikut;

Treaty contract (perjanjlan yang bersifat kontrak) ialah

perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum

perdata hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara
para pthak yang mengadakan perjanjian itu.

Perjanjian intemasional yang bersifat treafy contract ini
hanya mengatur soal kepentingan yang khusus para pihak yang
mengadakannya pada umumnya fidak melahirkan hukum yang
berdaku umum sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian
yang membentuk hukum atau menciptakan hukum (law making
treaties).

Treaty contract dapat dikatakan sebagai sumber hukum
intemnasional fidak langsung dan secara fidak langsung dapat
membentuk kaidah-kaidah (htkum) yang berlaku umum apabila
melalui proses kebiasaan seperti perjanjian konsuler.

Sebenamya secara yuridis, menurut bentuknya setiap
perjanjian baik treafy contract maupun law making treatly ialah suatu
kontrak yaitu suatu perjanjian atau persetujuan antara para pihak
yang mengadakannya dan yang mengakibatkan timbuinya hak dan
kewajiban bagi para pesertanya. Qleh karena itu dapat disimpulkan
bahwa perbedaan antara /aw making treafy dan treafy contract #u



hanya bersifat graduat atau hanya sedikit (Mochtar Kusumaatmadja,
1999:87).

. Perjanjlan Internasional ditinjau dari sifat pelaksanaannya.

Sifat pelaksanaan perjanjian intemasional dapat dibedakan
atas dua macam sebagal berikut:

1. Dispositive treaties (petjanjian yang menertukan).
2. Executory treaties {perjanjian yang dilaksanakan).

Perjanjian intemasional yang sifat pelaksanaannya disebut
dispositive treaties ialah perjanjian yang maksud dan tujuannya
dianggap sudah tercapai dengan pelaksanaan isi perjanjian itu,
contoh: perjanjian tentang tapal batas negara, penyerahan wilayah
atau kedaulatan. Sedangkan perjanjian yang sifat pelaksanaannya
yang disebut dengan executory (reaties (perjanjian yang
dilaksanakan) ialah perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekaligus,
melainkan harus dilanjutkan terus menerus seiama jangka waktu
perjanjian berlaku, contoh. perjanjian dagang (Syahmin AK,

1992:75).

Perjanjlan intemasional ditinjau darl corak/bentuk perjanjlan.
Corakhbentuk perjanjian intemasional dapat dibedakan atas
tiga macam perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian antar kepala negara (head of state form).



2. Perjanjian antar pemerintah (infer-governmental form).
3. Perjanjian anﬁamegara (inter-state form).

Berdasarkan corak/bentuk perjanjian intemasional tersebut di
atas di sini dapat dijelaskan bahwa perjanjian antamegara (head of
state} di mana pihak peserta perjanjian ini lazim disebut pihak
peserta agung (high contracting state)._ Dalam praktek pihak yang
mewakill negara dalam pembuatan perjanjian ity dapat pula
diwakili/dikuasakan atau didelegasikan kepada menteri luar negeri
atau duta besar sebagal pejabat yang memiliki kuasa penuh (full
poweripionipotentiaries). Kemudian perjanjian antar pemerintah
(inter-governmental form atau inter-departmental form} sama hainya
perjanjian antar kepala negara, hanya dalam perjanjian antar
pemerintah dapat dan lazim ditunjuk menteri luar negeri atau duta
besar yang diakreditasikan kepada negara di mana perjanjian itu
diadakan, perjanjian ini umumnya pihak peserta disebut contracting
state. Sedangkan corak perjanjian internasional (inter-state form)
dikatakan bahwa dalam perjanjian intemasionat pihak peserta harus
sesuai dengan namanya dan hal ini disebut sebagai negara (state),
dan sebagai pejabat yang mewakili juga dapat ditunjuk menteri luar

negeri atau duta besar.



2.4 Suksesi Negara dan Pengakuan

Pada umumnya para penulis hukum intemasional berpendapat
bahwa pengertian suksesi negara dalam arti faktuaiitasnya terjadi
apabila safu negara mempercleh seluruh atau sebagian wilayah yang
sebelumnya dikuasai oleh negara asing. Akibat suksesi negara sesuai
dengan aturan hukum imtermasional, negara pengganti (successor state)
tersebut berkewajiban untuk menerima hak dan kewajiban yang paling
tidak identik hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya
dimiliki oleh penguasa wilayah yang digantikan (predecessor state).

Dalam pengertian suksesi negara terdapat dua hal yang penting

artinya yakni kejadian atau peristwa pergantian negara dan akibat
hukum dari pada pergantian negara (legaf state succession).

Syahmin AK (1985:195) mengemukakan sebagai berkut:

a. Bahwa istilah suksesi negara (stafe succession)
mengandung  pengerianpengertian atau  perubahan
pemegang kedaulatan suatu wilayah dari negara safu kepada
lain negara, atau dengan Kkata lain beralih dari negara lama
(predecessor state) kepada negara baru (successor state).

b. Dalam peralihan menunyt artian di atas, maka akan

membawa akibat terhadap hubungan internasional, terutama
bagi perjanjian intemasional yang pemah dibuat oleh

predecessor state.
Dapat ditegaskan bahwa realisasi dar suksesi negara itu adalah
pergantian pemegang kedaulatan wilayah itu yang diikkuti dengan

peralihan serangkaian kekuasaan dari satu hegara ke negara lain, yang



tentu saja menyangkut kekuasaan badan-badan eksekutif, legislatif dan

yudikatif.

Cara pergantian kedaulatan negara terhadap suatu wilayah

dapat berbeda-heda, dan perbedaan ini juga dapat menimbuikan

dampak hukum yang berlainan. Cara-cara suksesi negara tersebut

dalam Konvensi Wina tahun 1978, diperincikan sebagai berikut:

Jika suatu wilayah dalam suatu negara, atau wilayah suafu negara,
atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi
tanggung jawab negara yang bersangkutan kemudian berubah
menjadi wilayah negara tersebut.

Negara baru (newly independent state), di mana negara pengganti
yang pada waktu sebelum terjadinya suksesi adalah merupakan
wilayah yang tidak bebas, yang dalam hubungan intermasional
berada di bawah tanggung jawab negara yang digantikan
(predecessor state).

Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari pengintegrasian,
atau federalisasian dua wilayah atau leblh atau menjadi satu negara
merdeka.

Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dipecah-pecahnya satu
negara menjadi beberapa negara baru.

Suksesi negara dalam sudut pandang hukum intemasional dapat

menimbulkan berbagai akibat seperti;




1. Suksesi negara dan harta kekayaan negara (public
property).

2. Suksesi negara dan kontrak-kontrak  konsensional
(concessional contract).

3. Suksesi negara dan hak-hak privat (private rights).

4. Suksesi negara dan tuntutan terhadap perbuatan melawan
hukum (claims in tort or delict).

5. Suksesi negara dan pengakuan (recognition).

6. Akibat hukum suksesi negara terhadap utang-utang negara
atau public debts (Budi Lazarusli dan Syahmin AK, 1986:36-
40).

Oleh karena itu pengakuan yang diberikan kepada suatu negara
baru oleh lain negara berarti, bahwa negara yang mengakui itu
menyatakan bahwa menurut pandangannya, negara baru tersebut
sudah memenuhi syarat-syarat kenegaraan sebagaimana dituntut oleh
hukum intemasional.

Menurut Budi Lazarusil dan Syahmin AK (1986:46) bahwa:

Syarat-eyarat dimaksud adalah sebagaimana disebutkan oleh

Konvensi Montevidio tahun 1933, pertama penduduk yang tetap,

kedua wilayah yang tertentu batas-batasnya, ketiga pemerintah

dan keempat kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan
negara lain.

Apabila kemudian terjadi suksesi negara terhadap negara yang
telah memperoleh pengakuan tadi, maka timbul masalahnya,



bagaimanakah status pengakuan yang telah diberikan itu. Menurut
hemat penulis, masalah itu akan timbul hanya dalam hal terjadinya
suksesi universal. Sehbab akan berakibat hilangnya identitas
internasional dari negara yang bersangkutan.

Jadi dapatiah disimpulkan bahwa apabila terjadi suksesi negara,
maka pengakuan yang telah diberikan kepada negara yang baru
merdeka tersebut mutlak harus ada sesuai dengan teori constitutive
yang mengatakan keberadaan negara yang akan diakui sangat
tergantung pada atau fidaknya pengakuan, karena sifatnya membentuk.
Sehingga tanpa adanya pengakuan dari negara lain atau diakui secara
internasional, maka negara tersebut tidak akan mungkin dapat
melakukan hubungan internasional, baik dalam kaitannya dengan
pengakuan deyure dan defaktc. Sedangkan teori decfaratoir
mengatakan sifat pengakuan itu adalah hanya sekedar mengatakan
Saja apa yang telah ada. Jadi tanpa adanya pengakuan, negara yang
telah memiliki unsur-unsur seperti yang telah diuraikan sebelumnya
tetap eksis sebagai negara (| Wayan Parthiana, 1990: 342 - 343).

Oleh karena itu, peﬁgakuan terhadap suatu negara baru

merupakan hal yang paling mendasar agar negara baru tersebut dapat

melakukan hubungan atau interaksi intemasional.




3

BAB 3

ANALISIS YURIDIS PEMISAHAN WILAYAH . /
TIMOR TIMUR DARI INDONESIA

3.1 Proses Integrasl Timor Timur ke indonesia
3.1.1 Deklarasi Balibo 30 November 1976

Keputusan sebagian besar rakyat Timor Timur untuk bergabung
dengan Republik Indonesia melalui Dekiarasi Balibo 30 November
1875, sehingga proses penentuan nasib sendii belum mendapat
pengakuan intemasional secara penuh karena tidak dilakukan melalui
PBB.

Timor Timur tetap tercantum dalam agenda PBB8 tentang wilayah
yang belum berpemerintahan sendiri. Masalah pengakuan internasional
inilah yang sebenamya yang menjadi inti diplomasi Indonesia selama
hampir 25 tahun melalui formulasi “mencari penyelesaian yang adil’
diterima semua pihak oleh masyarakat infemasional.

Berakhimya perang dingin, temyata ikut mewamai muncuinya
berbagai permasalahan lebih lanjut di Timor Timur. Proses disintegrasi
yang semula terjadi di Eropa Timur dan kemudian disusul dengan

muncuinya isu-isu baru internasional seperti HAM dan laindain telah

membuat persoalan Timor Timur menjadi semakin kompleks.




Berawal setelah Portugal meninggalkan Timor Timur pada akhir
bulan Agustus 1875, terjadi perang saudara antara Fretelin yang
beraliran kin dan partai-partai lain sehingga membawa korban yang
cukup banyak. Ketika suasana poltik dan keamanan semakin
memburuk, pemerintah Portugal mengundang pemerintah Indonesia
untuk membicarakan keadaan wilayah Timor Timur. Pada tanggal ¢
Februari 1975 diadakan pertemuan yang diadakan di London dengan
hasii yang disepakati bhersama, antara l|ain mengadakan persiapan
pertemuan Macao antara pemerintah Portugal dengan partai-partai di
Timor Timur untuk membicarakan rencana pelaksanaan proses
dekolonisasi secara fertib. Juga disepakati bahwa mengenai
perkembangan selanjutnya Indonesia akan selalu diberitahu dan
didengar pendapatnya menjelang pertemuan tersebut yang diadakan di
Macao.

Konferensi Macao yang diadakan pada tanggal 26 Juni sampai
28 Juli 1875 (Badan Litbhang Depiu Jakarta, 2000: 12) dihadiri oleh
wakil-wakil dari Partai UDT dan Apodeti, sedangkan Fretelin idak hadir.
Karena konsensus umum tidak dapat dicapai tanpa hadimya Freteiin,
maka diadakan dengar pendapat secara terpisah antara delegasi
Portugal dan wakil-wakii UDT dan Apodeti mengenal rencana

dekolonisasi wilayah Timor Timur. Hasil pertemuan ini tidak disetujui

oleh Fretelin dan kemudian pertempuran berkobar setelah pasukan




Fretelin pada tanggal 20 Agustus 1975 bersama-sama dengan pasukan
Kolonial (Tropas) furun dari gunung-gunung menyerang Dili. Karena
persenjataan pasukan UDT fidak seimbang, terpaksa mereka harus
meninggalkan Dik.

Sementara itu, perang saudara telah berkobar di seluruh
wilayah. Perkembangan selanjutnya memblawa ketiga partai lainnya
yaitu Apodeti, Trabalista, dan Kota yang sejak semula mengambil sikap
netral kemudian memutuskan bergabung dengan UDT. Pecahnya
perang saudara menyebabkan beribusibu rakyat Timor Timur
menyelamatkan diri ke wilayah Indonesia. Sebaliknya pemerintah
Portugal fidak berupaya menghentikan pertumpahan darah dan
kekacauan politik ini, bahkan Gubemur dan pejabat Portugal di Timor
Timur meninggalkan Dili pada tanggal 26 Agustus 1875 ke Pulau
Atauro.

Pada tanggal 7 September 1975 wakil-wakil dan Partai UDT
(Unica Democratica de Timor), Apodeti (Associacao Popular
Democratica de Timor), Kota (Kiibur Oan Timor Aswain) dan Partido
Trabalista di Batugede memutuskan untuk mengeluarkan pemyataan
untuk bergabung dengan Republik indonesia.

Tetapi pada tanggal 28 November 1975 Fretelin secara sepihak
mengeluarkan Declaration of Independence Timor Timur dan

mengumumkan terbenfuknya apa yang dinamakan ‘Republik
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Demokrasi Timor Timur". Memberikan reaksinya terhadap deklarasi itu,
pada tanggal 29 November 1975 di Balibo.

Keempat partai yaitu UDT, Apodeti, Kota dan Trabatalista
bersepakat memprokiamirkan wilayah Timor Timur dan sekaligus
menyatakan bergabung dengan Republik indonesia. Dalam pemyataan
ity Republik Indonesia juga diminta agar segera mengambil langkah-
langkah untuk melindungi rakyat Timor Timur yang sejak itu telah
merasa dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 29
November 1975, Komisi Nasional Dekolonisasi Portugal menotak
pemnyataan Fretelin dan keempat partai lainnya serta menyatakan
bahwa Portugal masih menganggap dirinya sebagai pemerintahan yang
sah di wilayah itu dengan berdasarkan pada Undang-Undang No.
711975 tentang Proses Dekolonisasi Wilayah Timor Timur, walaupun
pemerintah Portugal telah menyatakan di PBB ketidakmampuannya
menjalankan pemerintahan di wilayah Timor Timur. Latar belakang
inilah yang menimbulkan masalah Timor Timur di forum intemasional
yang memeriukan penyelesaian politik yang panjang.

Pada tanggal 7 Desember 1875 pasukan keempat partai itu
berhasii merebut kembali Dili dari Fretefin dengan bamtuan dar militer
Indonesia. Kemudian hat ini membuka jalan ke arah terbentuknya
Pemerintahan Semertara Timor Timur pada tanggal 17 Desember
1875.




Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 1976 delegasi Dewan
Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur
menyampaikan permintaan resmi untuk bergabung dengan Pemerintah
Republik Indonesia kepada Presiden Soeharto.

Meskipun sebagian besar masyarakat intemasional menilai
bahwa Indonesia melakukan intervensl ke Timor Timur dan
menganggap integrasi tersebut sebagai fait accompli Indonesia, namun
pada kenyataannya bahwa pada 30 November 1975 terdapat empat
partai di luar Fretelin di Balibo yang menyatakan ingin bergabung dan
diakui oleh Indonesia, telah menyebabkan Portugal membekukan
hubungan diplomatik dengan Indonesia pada tanggat 7 Desember
197%.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976, maka wilayah
Timor Timur secara resmi telah sah menjadi bagian dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan dijadikan Propinsi Republik Indonesia
yang ke-27. Hal ini berarti bahwa masalah Timor Timur sebagai suatu
proses dekolonisasi ditinjau dari aspirasi rakyat Timor Timur telah
memilih bergabung dengan Republik Indonesia dan prinsip ini telah
dianggap selesai dengan salah satu cara self defermination yang diakui
oleh PBB.

Meskipun memang tidak melalksi mekanisme PBB yang

kemudian membuat masalah Timor Timur berdarutdarut. Masalah Timor




Timur selanjutrya masih tetap menjadi bahan permasalahan di forum
PBB sehingga Republik Indonesia terus mendapatkan sorotan tajam
dan komunitas intemasional. Bahkan M. Maskur Yasin, SH., aparat
Departemen Luar Negeri di Jakarta Direktorat Perjanjian Intemasional
(wawancara, 5 Oktober 2001) mengatakan:
Timor Timur masuk atau bergabung dalam wilayah Indonesia
dalam proses integrasi, bukan karena paksaan, tetapi atas
kehendak atau keinginan rakyat Timor Timur sendiri.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapatiah diketahut bahwa

integrasi Timor Timur ke Indonesia juga atas kehendak masyarakat

atau rakyat Timor Timur urtuk bergabung dengan Indonesia.

3.1.2 Usaha-usaha Diplomasi

Untuk menghadapi masalah Timor Timur di forum intemasional,
khusus PBB, Indonesla telah mengambil langkah-Hangkah peningkatan
pendekatan kepada dunia intemasionai terutama negara-negara Eropa
Barat, Asia, Arab dan Amerika Latin untuk lebih meyakinkan mereka
dengan meyakinkan dunia intemasional bahwa integrasi Timor Timur ke
wilayah indonesia adalah atas kemauan rakyat Timor Timur sendiri,
atau dengan kata lain untuk lebih meyakinkan mereka bahwa masalah
Timor Timur telah selesai dengan berintegrasinya wilayah tersebut
dengan Indonesia.

Tindakan integrasi (act of integration) itu merupakan keinginan

rakyat Timor Timur disambut oleh Pemerintah Indonesia. Dalam rangka
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usaha tersebut, pada awal Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia
mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja telah berusaha
keras untuk meningkatkan usaha diplomatik dan penyebaran informasi
di luar negeri berupa tulisan-tulisan (bulietin, majalah dan lain-iain).
Ditelcankan pula perlunya Timor Timur lebih terbuka bagi kunjungan
wartawan, wakii negara asing dan organisgsi imternasional untuk dapat
menyaksikan pembangunan dan apa yang sebenamya terjadi di Timor
Timur (Puslitbang PPW-LIPI Jakarta, 1999: 80 — 81).

Perjuangan diplomasi indonesia dalam masalah Timor Timur di
forum PBB dilakukan dalam bertuk-benfuk perjuangan yang tidak jauh
berbeda dengan diplomasi Indonesia di fora imternasional lainnya.
Stretagi umum perjuangan diplomasi di forum PBB yang merupakan
usaha-usaha diplomasi adalah:

a. Melakukan iobi terhadap negara-negara lain dalam sidang
atau dalam masa persiapan sidang untuk mencan dukungan
bagi posisi Indonesia.

b. Menerbitkan selebaran atau informasi yang memberikan
penerangan tentang keadaan Timor Timur yang sebenamya,
sebagai serangan balk dari informasi serupa yang

menyesatkan dari pihak anti integrasi.
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c. Memberikan bantahan dan sanggahan atas pertanyaan-
pertanyaan yang ditujukan kepada pihak Indb%esia di depan
sidang-sidang PBB, dimana posisi Indonesia dipojokkan.

Dari strategi tersebut tampak bahwa pada intinya ada tindakan
khusus atau perbedaan yang signifikan antara perjuangan diplomasi di
luar forum dan di dalam forum PBB. Di da_lam forum PBB, upaya lobi
penjelasan serta usaha-usaha menarik dukungan negara lain dilakukan
pada waktu sidang diadakan, khususnya selama masa persiapan
sidang. Diplomasi dalam forum PBB ini dilakukan terutama oleh wakil
tetap Pemerintah RI untuk PBB (PTRI) di New York.

Diplomasi di luar forum PBB tidak kalah aktif dengan diplomasi
di dalam forum PBB. Hal ini terjadi karena dalam penyelesaian masalah
Timor Timur sebagai agenda PBB, Indonesia lebih menekankan upaya-
upaya diplomasi eksternal di luar forum PBB. Stretagi utama diplomasi
Indonesia dalam mencarl dukungan masalah Timor Timur adalah
dengan memberikan penerangan dan penjelasan mengenai Timor
Timur secara benar. Informasi idak akan banyak artinya tanpa
hubungan baik dari kedua beiah pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, Indonesia selalt memperkuat aksinya itu
dengan pembinaan kerja sama dengan negara yang bersangkutan,
yang pada umumnya di bidang ekonomi. Diplomasi yang berdimensi
luas ini tidak akan cukup dilakukan di dalam forum PBB. Diplomasi ini




membutuhkan waktu yang panjang dan ketekunan serta ruang gerak
yang luas yang tidak didapatkan dalam forum PBB. Di forum PBB waktu
dan ruang gerak relatif terbatas dengan banyak permasalahan. Karena
it diplomast di dalam forum ini sebagai pendukung dan petengkap dari
diplomasi global yang dijalankan Indonesia tentang masalah Timor
Timur.

Diplomasi dalam forum PB8 pertama kali diadakan pada bulan
Desember 1975, ketika masalah Timor Timur pertama kali masuk
dalam pembahasan Komite IV Sidang Dewan Keamanan PBB. Sidang
itu diadakan atas usul Portugal yang didasarkan atas anggapan bahwa
Indonesia telah melakukan intervensi ke Timor Timur dan dengan
demikian dapat mengancam perdamaian dan keamanan intemasional.

Sebagai hasil Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi
No. 385 (1975), yang menyesalkan (deploring) intervensi Indonesia di
Timor Timur maupun sikap Portugal yang tidak melaksanakan tanggung
jawabnya sebagai penguasa administratif di wilayah itu. Pada tahun
berikutnya Majelis Umum PBB kemball mengeluarkan Resolusi Timor
Timur No. 31/53 yang antara lain menentukan bahwa masalah Timor
Timur akan dibicarakan dalam sidang Majelis Umum PBB yang akan
datang sebagai mata acara tersendiri yaitu “the question of East Timor".
Dengan demikian sejak tahun 1975 masalah Timor Timur telah tujuh
kaii dibahas dalam Sidang Umum PBB yaitu tahun 1975, 1976, 1977,




1978, 1879, 1980, dan 1981. Dari sini teriihat bahwa PBB masih
menganggap Timor Timur sebagai masalah dekolonisasi yang belum
selesai dan oleh sebab itu sampai tahun 1981 masih
mencantumkannya dalam agenda persidangan di PBB, sekalipun
Indonesia selalu menolak pencantuman itu.

Indonesia telah menolak dicantumkannya masaiah Timor Timur
dalam agenda Sidang Umum PBB ke-37 fahun 1882, dengan
mengemukakan alasan (Puslitbang PPW-L.IP1 Jakarta, 1899: 83) yaitu:

1. Rakyat bekas jajahan Porfugal itw telah menyatakan
keinginan berintegrasi dengan Indonesia dan Pemerintah
indonesia telah menerima pemyataan itu pada tanggal 17
Juli 1976.

2. Cara yang ditempuh oleh rakyat Timor ity merupakan salah
satu cara dekolonisasi yang ditetapkan olen PBB sendir
dalam Resolus! Majelis Umum PBB Nomor 1541 (XV).

3. Berdasarkan pokok pertama dan kedua, maka status politik
Timor Timur telah menjadl Propinsi ke-27 Indonesia.

4. Dengan demikian sefiap diskusi mengenai masalah Timor
Timur oleh PB8B merupakan campur tangan masalah dalam
negeri Indonesia, hal mana dengan sendirinya tidak dapat

diterima.
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9. lkut sertanya rakyat Timor Timur dalam Pemilihan Umum
1982 di Indonesia dan terpilihnya wakil-wakil Timor Timur
untuk pariemen indonesia, merupakan penegasan kembali
keinginan rakyat Timor Timur untuk sepenuhnya terlibat
dalam kehidupan nasional dan usaha bagi kemajuan
Indonesia, serta tekad untuk melaksanakan hak-hak dan
kewajiban mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Sidang-sidang tersebut berjalan dengan penuh perdebatan dan
ketegangan. Delegasi Indonesia mengeluarkan sanggahan keras
terhadap serangan Mozambique dan Guinea Bissau. Dubes Anwar
Sani yang mewakili Indonesia di depan Sidang Komite mengeluarkan
pemyataan resmi sikap Pemerintah Rl dan membantah suara-suara
negatif terhadap Indonesia dalam sidang yang berlangsung 13
Desember 1875. Demikianlah sefiap tahun apabila diadakan sidang,
perwakilan tetap RI di PBB mempunyai tugas senada yaitu membela
dir, menyanggah dan menjawab segala tuduhan sebagai tugas dan
upaya utama diplomasl tentang masalah Timor Timur di PBB. Wakil
utama tersebut menegaskan bahwa dekolonisasi telah dilaksanakan di
Timor Timur dan bahwa setiap usaha untuk membalikkan jarum jam
tidak dapat diterima dan akan ditentang keras oleh seluruh rakyat

Indonesia.
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Ketika masalah Timor Timur tidak lagi dibicarakan:)dalam sidang-
sidang PBB antara tahun 1983 -~ 1991, maka tugas ufama diplomasi
indonesia dalam forum PBB pun sedikit berubah. la tidak lagi berdebat
di depan sidang mengenai masalah Timor Timur, tetapi tugas utamanya
adalah melaporkan kepada Sekjen PBB perkembangan hasil-hasil
perundingan yang dicapai oleh Indonesia dan Portugal dan kemudian
diteruskan kepada Sidang Majelis PBB.

Dialog segitiga (tripartit), sebenamya dapat disebut sebagai
salah satu bentuk diplomasi indonesia dalam forum PBB. la dapat
disebut demikian karena meskipun pelaksanaannya otonom
(kewenangan penuh Indonesia dan Portugal) dan terpisah dari aktivitas
PBB pada umumnnya, dialog Hu dilangsungkan di bawah naungan
Sekjen PBB, yang juga pemrakarsa terciptanya dialog tersebut. Selain
itu kalangan diplomat Indonesia setiap ditanya mengenai upaya
diplomasi Indonesia mengenai masalah Timor Timur di PBB selalu
mengacu dan mereferensikan pada dialog segitiga tersebut.

indonesta menerima usulan Sekjen PBB untuk diadakannya
dialog tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, keputusan penundaan pembahasan masalah Timor
Timur hingga Sidang Umum ke-38 fahun 1984 (penundaan dilakukan
berkali-kali) dan prakarsa dialog segitiga dibuat oleh Sekjen PBB yang

prihatin terhadap masalah Timor Timur dan Indonesia dengan itikad




baik menerima fawaran tersebut untuk menunjukkan bahwa pihaknya
percaya akan usaha dan jasa balk Sekjen PBB dalam penyelesaian
masalah tersebut di PEB.

Kedua, Indonesia memutuskan untuk menunda dan
mengalihkan masalah Timor Timur dalam forum dialog biateral
Indonesia-Portugal. Penundaan itu merupakan bukti kemenangan
diplomasi Indonesia di forum PBB. Selain berhasil menyingkirkan
masalah Timor Timur dari pembahasan Sidang Umum PBB, Indonesia
juga berhasil menurunkan kadar pembahasan di forum PBB, yaitu
awalinya dibahas di Sidang Dewan Keamanan, lalu turun Sidang Majelis
Umum dan akhimya turun lagi menjadi bilateral Indonesia-Portugal
dalam wujud dialog segitiga di bawah Sekjen PBB.

Ketiga, Indonesia pada dasamya menginginkan suatu bentuk
penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak, antara Indonesia-
Portugal (win-win game). Dalam penyelesaian ini idak akan ada pihak
yang merasa dirugikan, dan akan menghasilkan kesepakatan dan
keputusan secara langgeng dan berhasil balk karena masing-masing
merasa puas. Oleh karena itu Indonesia sangat mendukung forum
dialog segitiga karena Indonesia mefihatrya sebagai forum yang tepat
untuk mencapai penyelesaian yang mengumtungkan kedua pihak. Dan
faktor utama yang mendorong diterimanya dialog tersebut oleh

Indonesia adalah diterimanya syarat bahwa dialog fu tidak




mempermasalahkan status politik Timor Timur sebagai bagian integral
dari wilayah RI.

Selain diplomasi melaiui forum dialog segitiga, Indonesia juga
tetap melangsungkan lobidobi terhadap negara-negara lain. Hal ini
dimaksudkan agar dukungan mereka terhadap Indonesia mengenai
Timor Timur fidak berubah. Berbeda dengan masa sebelumnya yang
sering berupa pengiriman misi-misi khusus, kali Ini diplomasi Indonesia
tentang Timor Timur berjalan sejalan dengan diplomasi luar neger
Indonesia pada umumnya, yakni. melalui peningkatan kerja sama di
segala bidang dengan negara-negara fersebut, ditunjang dengan
langkah diplomasi lainnya yaitu dengan menetapkan Propinsi Timor
Timur sebagai daerah terbuka bagi wisatawan dan pengunjung baik
dari dalam maupun juar neger.

Dengan terjadinya insiden Dili pada tahun 1991, masalah Timor
Timur kembali menjadi ramai di dunia intemasional dan dibahas
kembali dalam forum PBB. Diplomasi Indonesia kembali harus bertugas
untuk menyanggah segala tuduhan dan memberikan informasl seputar
masalah Dili dan Timor Timur pada umumnya.

Diplomasi Indonesia kembali harus berdebat di muka sidang-
sidang PBB di bawah Komite iil, yaitu Komite Hak Asasi Manusia.

Selain ity, perwakilan Indonesia bertugas untuk menyampaikan fakta

dan hasil penyelidikan mengenai insiden itu kepada sidang. Hal ini
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dilakukan antara Februari ~ Maret 1893 di depan Sidang Komite
Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas PBB, sebagai
upaya untuk mencegah dikeluarkannya resolusi baru bagi Indonesia.
Sejak insiden Dili, diplomasi Indonesia bertambah dengan satu
elemen baru yang dikenal dengan p to p diplomacy atau peopie fo
people diplomacy. Berbeda dengan diplomasi sebelumnya yang
ditujukan untuk mempengarohi atau merubah opini negatif masyarakat
tentang keadaan Timor Timur sebenamya. Jadi sasaran diplomasi ini
bukan pemerintah tetapi masyarakat, baik masyarakat Timor Timur
yang terpisah di dalam dan luar negeri maupun sebagian masyarakat
asing yang selama ini terus menekan pemerintahnya untuk menentang
integrasi  Timor Timur. Seperti masyarakat Australia atau pressure
group dari negara-negara Eropa Barat yang membuat pemerintahan
mereka abstain terhadap masaiah Timor Timur di PBB meskipun pada
dasamya mendukung integrasi. Suhardi Somomoeljono, SH., Ketua
Lembaga Studi Advokasi Independensi Peradilan Indonesia (1.S-ADIPI)
Jakarta (wawancara, 16 Oktober 2001) mengatakan:
Selain diplomasi melalui forum dialog segitiga, Indonesia juga
tetap melakukan upaya-upaya melobi kepada negara-negara
fain, tujuannya agar dukungan mereka terhadap integrasi di

Timor Timur tidak berubah. Negara-negara yang dilobi tersebut
seperti: Eropa Barat, Asia, Arab dan Amerika Latin.




3.2

Dari penjelasan ini, dapat dicermati bahwa diplomasi yang
dilakukan Indonesia sudah cukup untuk mempertahankan integrasi

Timor Timur.

Masalah-masalah Pasca Integrasi Timor Timur ke Indonesia
3.2.1 Latar Belakang Masalah Timor Timur yang Dlagendakan
oleh PBB

Sejak dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 3845

tanggal 12 Desember 1975 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.
384 ténggal 22 Desember 1975 Indonesia selalu mendapat kecaman
dari dunia intemasional yang diagendakan PBB sehubungan dengan
integrasi Timor Timur ke Indonesia. Adapun masalah yang diagendakan
PBB (Badan Litbang Deplu Jakarta, 2000: 15 - 20) yaitu:

1. Sebagian besar masyarakat intemasional menilai bahwa
Indonesia melakukan intervensi ke Timor Timur dan
menganggap integrasi tersebut sebagal fait accompli
Indonesia.

2. Indonesia dianggap telah melakukan intervenst terhadap
proses dekolonisasi di Timor Timur dan sekaligus merebut
wilayah tersebut dari penguasanya yang sah, yaitu Portugal.

3. Indonesia juga dianggap tidak menghormati PBB karena
tidak memperdulikan resolusitesolusi DK PBB yang

menuntut penarikan pasukannya dari Timor Timur.
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4. Indonesia juga dituduh melakukan ekspansi dan hendak

mendirikan kolonialisme bentuk baru di Timor Timur.

Keempat hal pokok di atas yang diagendakan PBB. Indonesia
selalu menyanggah setiap tuduhan yang memojokkan Indonesia dan
menyatakan bahwa sebenamya Portugal yang seharusnya
bertanggung jawab atas timbuinya masalgh Timor Timur. Sebagai
contoh kasus, diungkapkan perdebatan di antara wakil Portugal dan
Indonesia di Dewan Keamanan tanggal 15 Desember 1975,

Wakil Portugal untuk PBB, Teles, menyatakan agar Dewan
Keamanan mengutuk apa yang disebutnya “Agresi Indonesia di Timor
Timur”, segera diakhirinya tindakan-tindakan kekerasan dan menuntut
penarikan pasukan pendukung dan wilayah Timor Timur. Sefanjutnya
Teles meminta Dewan Keamanan PBB memberikan jaminan kepada
penduduk Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri (Badan Litbang
Deplu Jakarta, 2000: 15).

Sejak tahun 1975 itu PBB atas usul Cina, Tanzania, Guinea
Bissau dan Mozambique memasukkan masalah Timor Timur dalam
agenda IV (yang membahas masalah dekolonisasi) dan untuk
kemudian dilaporkan kepada Majelis Umum. Dalam sidangnya tanggal
11 Desember 1875, komite iftu mengeluarkan suatu resolusi yang

mengecam intervensi militer Indonesia di wilayah Timor Timur. Tetapi

resolusi im ditentang oleh wakil Selandia Baru karena tidak




mencerminkan usaha mengatasi masalah Timor Timur. Resolusi
tersebut juga dianggap berat sebelah, karena terlalu menitikberatkan
aspek militer yang tenaiu dibesar-besarkan dan tidak memusatkan pada
cara dekolonisasi ¢i wilayah ifu.

Karena desakan Portugal, persoalan Timor Timur kembali
dibahas Majelis Umum PBB pada tanggal 12 Desember 1975 dan
menghasilkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 3485 yang intinya
adalah:

a. Agar Pemerintah Ri segera menarik mundur pasukannya dan

menghentikan peianggaran terhadap integritas wilayah Timor
Timur untuk memungkinkan rakyat di wilayah itu secara
bebas dapat menentukan nasibnya sendiri.

b. Meminta agar Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan
mengambil tindakan untuk menjamin wilayah dan penentuan
nasib sendiri rakyat Timor Timur.

Menindakianjuti Resolusi MU-PBB No. 3485 (XXX), DK-PBB
segera bersidang dan menghasitkan Resolusi DK-PBB No. 384 tahun
1975 yang pada intinya (Badan Litbang Deplu Jakarta, 2000. 16)
adaiah;

1. Menyesalkan intervensi militer Indonesia ke Timor Timur.



2. Menyesalkan pemerintah Portugal yang temyata tidak
melaksanakan tanggung jawabnya sebagai administering
power di wilayah itu.

3. Menyerukan penarikan mundur militer Indonesia dari Timor
Timur.

4. Meminta Sekjen PBE untuk m_engln‘m pasukan khusus ke
Timor Timur untuk meninjau situasi setempat, dan
menghubungi pihak-pihak terkait. Berdasarkan Resolusi DK-
PBB ini Sekjen PBB menunjuk Mr. Vittorio Winspiare
Gucciardi sebagai utusan khusus Sekjen PBB ke Timor
Timur. Mr. Guracci telah melakukan berbagai kegiatan antara
tain:

5. Melakukan serangkaian pembicaraan dengan wakil tetap RI,
Ch. Anwar Sani dan wakil tetap Portugal Antonio da Costa
Lobo di PBB.

6. Melakukan pembicaraan dengan Meniu Portugal E. Melo
Antunas Vitor Crespo dan mantan Gubemur Portugal di
Timor Timur, Lemos Pires.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, menunjukkan

bahwa integrasi Timor Timur pada tahun 1975 indonesia telah menjadi

sorotan dunia imtemasional yang mengkiaim bahwa Indonesia

melakukan intervensi untuk mencaplok wilayah itu dari Pemerintahan



Portugal. Dan menurut Bambang Lukito, SH., staf Badan Peneiitian dan

Pengembangan Masalah Luar Negeri Kantor Departemen Luar Negeri

Jakarta (wawancara, 8 Oktober 2001) bahwa:

Proses perjalanan masalah Timor Timur di PBB tersebut dan
sejak pertama kali masatah itu diangkat oleh Portugal tanggal 7
Desember 1975, pihak Indonesia selalu menolak tuduhan yang
memojokkan Indonesia dan menegaskan bahwa justu
Portugaliah yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan penjelasan ini, dari tahun 1975 - 1982

indonesla selalu memperoleh kemajuan dalam pemungutan suara

Sidang

Umum PBB seperti terlihat pada tabel benkut:
TABEL 1

PEMUNGUTAN SUARA MASALAH TIMOR PORTUGIS
DI PBB (TAHUN 1975 — 1882)

Tahun | Pro Portugat | Kontra Portugal Abstain Absen
1975 72 10 43 18
1976 68 20 49 8
1977 67 26 47 7
1978 59 31 44 14
1979 62 31 45 13
1980 58 35 46 14
1981 54 42 46 14
1982 50 46 50 10

Sumber: Badan Litbang Deplu Rl Jakarta, Tahun 2001

3.22

Proses Jajak Pendapat di Timor Timur

Setelah tersendat-sendat selama lebih darl 23 tahun, babak baru

penyelesaian masalah Timor Timur mulai dibuka ketika secara
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mengejutkan Pemerintah indonesia pada 27 Januari 1999 melortarkan
dua opsi, yaitu pertama: Timor Timur akan diberikan otonomi yang
seluas-uasnya; kedua, jika rakyat Timor Timur menolak opsi pertama,
Timor Timur dipersilahkan melepaskan din dari Negara Kesatuan
Republik indonesia, atau merdeka. Pemyataan Pemerintah Presiden
B. J. Habibie yang dilontarkan setelah sidang _kabinet tersebut.

Mereka yang bergelut dalam masalah Timor Timur, baik yang
pro integrasi maupun pro kemerdekaan seakan tercengang, apakah
pemyataan yang dibacakan Menteri Penerangan Muhammad Junus
Josfiah dan dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas tersebut
benar adanya. Berbagai tanggapan pun datang silih berganti. Sejenak
setelah menonton siaran berita TV swasta di petang hari pada tanggal
27 Januan itu, sebagian ibu-bu di Ibukota Timor Timur, Dili, ke juar
~ fumah dan berpelukan sambil berlinang air mata keharuan.

Di bumi Loro Sae atau Timor Leste, sebutan bagi wilayah yang
selama ini menjadi propinsi ke-27 RI tersebut, sebaliknya bagi mereka
yang selama int mendukung Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah R,
terbetik rasa kesedihan yang amat mendalam. Pedih rasanya hati
mereka mendengar keputusan pemerintah tersebut. Upaya mereka
selama lebih 23 tahun membela Indonesia seakan-akan sima. Namun

bagi sebagian pemuda pendukung integrasi, sekali indonesia tetap



Indonesia. Sebaliknya bagi pendukung pro-kemerdekaan, sekali ingin
merdeka, maka hati mereka pun tetap bergeming.

Pada tataran regional dan infemasional, dua opsi baru
penyelesaian Timor Tmur yang ditawarkan Indonesia itu juga
mengejutkan Australia dan para pejuang kemerdekaan Timor Timur di
pengasingan. Ramos Horta memberikan acungan jempol bagi Presiden
B. J. Habibie, suatu hai yang tak pemah ia lakukan terhadap pejabat
Negara Indonesia selama 23 tahun. Pemyataan yang mencakup opsi
kedua itu sempat pula meresahkan Australia, negeri Kanguru yang
disebut-sebut Presiden B. J. Habibie, Menlus Ali Alatas dan Juru Bicara
Presiden B. J. Habibie, Dr. Dewi Fortuna Anwar, sebagai salah satu
penyebab mengapa Indonesia mengubah sikapnya mengenai Timor
Timur.

Perdana Menteri Ausfralia John Howard pun langsung mengutus
Menlu Alexander Downer ke indonesia umtuk mendapatkan penjelasan
lebih lanjut soal opsi-opsi tersebut. Setelah dijelaskan cleh Ali Alatas,
Downer secara otomatis pun langsung berucap, ada kedekatan
pandangan antara Australia dan Indonesia. Semertara itu, pada
pertemuan antara pejabat senior dan Meniu Indonesia dan Portugal di
bawah naungan PBB di New York bulan Februari 1998, masalah yang
dibahas masih berkutat pada opsi pertama, yaitu pemberian otonomi

luas bagi Timor Timur. Ini tergantung pada hasil pertemuan selanjuinya
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di bulan Maret dan April 1999, apakah akhimya kedua ngbara sepakat
menandatangani dokumen bersejarah pemberian otonomi luas bagi
Timor Timur tanpa embel-embel referendum untuk memerdekakan
Timor Timur di kemudian hari.

Jika tak tercapai kompromi antara Ri-Portugal dan rakyat Timor
Timur pun menolak otonomi luas, maka Timor Timur akan lepas dari
Indonesia pada 1 Januari 2000. Satu hal penting yang patut dicatat,
Indonesia setuju pemungutan suara secara langsung  untuk
menentukan apakah rakyat Timor Timur menerima integrasi atau tidak.
Namun demikian, untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka
akhimya melalui proses jajak pendapat dengan pemberian opsi kedua
sebagai salah satu altematif pada tanggal 30 Agustus 1999 Indonesia
kehilangan propinsi yang ke-27 yaitu Timor Timur. Hal itu dapat dilihat
dari hasil jajak pendapat yang menunjukkan bahwa 78,5% masyarakat
Timor Timur memilih untuk merdeka dan menolak otonomi luas dengan
status khusus. Hasil jajak pendapat tersebut merupakan aspirasi
terbuka rakyat Timor Timur bahwa sejak 17 Juli 1976 mereka
nampaknya tidak merasakan kemerdekaan yang hakiki di bawah
Pemerintahan Indonesia. Oleh sebab itu, kemerdekaan merupakan
harapan mayoritas rakyat Timor Timur dari pada menerima otonomi
seluas-uasnya dari Pemerintah Indonesia (Pusitbang PPW-LIPI
Jakarta, 2000: 45).
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Sebelum penertuan pendapat dilakukan, proses pendaftaran
merupakan hal yang sangat penting. Pendaftaran yang dilakukan
selama 20 hari, sejak 16 Juli 1999 telah berhasil mencatat sebanyak
451.792 orang (voters), yang terdiri 438.513 orang di Timor Timur dan
13.279 orang di luar Timor Timur dan 21 5% yang mendukung otoniomi.

Sehubungan dengan uraian di atas, _maka sementara Indonesia
mempersiapkan persefujuan New York, Australia aktif melakukan
manuver di PBB untuk mengambil peranan yang besar dalam proses
jajak pendapat di Timor Timur. Pada tanggal 30-31 Juli 1999 Menlu
Australia melakukan kunjungan ke Dili dan ini memperjelas
keinginannya untuk memegang kendali di Timor Timur. Australia telah
memberikan sumbangan yang cukup besar kepada Unamet senilai
A$ 20 juta, yang digunakan bagi penyediaan 50 pegawai kepaolisian
untuk kepentingan Civpol yang diketuai oleh orang Australia, Alan Mils,
ditambah enam militer perwira penghubung dan beberapa orang
Australia yang akan bekerja di Markas PBB dan sebagai sukarelawan.

Sejak tanggal 11 Juni 1998, Dewan Keamanan PBB melaiul
Resolusi No. 1264 telah memberikan mandat kepada Sekjen PBB untuk
menggelar misi PBB. Unamet yang dipimpin oleh lan Martin di Timor
Timur. Misi inl sejak awal dikhawatirkan akan memperiancar

kemenangan pro kemerdekaan dalam jajak pendapat.
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Peranan Australia yang begitu besar dalam misi jajak pendapat
di Timor Timur memang bukannya secara langsung tetapl melalui misi
perdamaian PBB. Peranannya ini oleh beberapa pengamat Indonesia
sudah diperkirakan akan menimbulkan ketidakadilan peran Unamet
terhadap kelompok pro kemerdekaan (Menlu Ali Alatas, iklan televisi
produksi Unamet yang menggambarkan s_angat pro kemerdekaan).
Kegigihan Australia untuk mendorong kemerdekaan Timor Timur
mefupakan usaha untuk memperiuas pengaruhnya di wilayah Asia
Tenggara, di samping itu karena Australia punya kepentingan di Timor

Timur, (Badan Litbang Deplu Jakarta, 2000: 49 — 55) yaitu:

1. Kepentingan ekonoml

Minyak adalah kepentingan ekonomi utama bagi Australia di
Timor Timur. Muncuinya krisis di Timor Timur sedikit banyak
menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan pasokan mirtyak
Austrafia. Perjanjian kerja sama Cetah Timor (Timor Gap Zone of
Cooperation Treaty) yang ditandatangani sejak 11 Desember 1989
dengan Indonesia, telah memberikan posisi yang sangat
menguntungkan bagi Austraia selama ini dengan pemasukan
sebesar US$ 1,1 juta di tahun 1989 dan perkiraan pemasukan
sebesar US$ 2,2 juta di tahun 1999.

Perjanjian kerja sama membagi Celah Timor menjadi tiga

zona. Di Zona A, Australia dan indonesia akan berbagi hasil 50:50.
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Sedang penggarapan di Zona B dilakukan Australia dengan
patungan hasil produksi 84% unftuk Australia dan 16% untuk
Indonesia. Indonesia akan menggarap Zona C dengan hasil
patungan hasil produksi: 80% untuk Indonesia dan 10% untuk
Australia.

Timor Timur menilai potensi kandungan minyak bumi di
Celah Timor merupakan aset terbesar wilayah tersebut, Australia
sendin memperkirakan berdasarkan estimasi pada analisis industri.
Cadangan minyak di Celah Timor mempunyai nitai potensial
sebesar $SA 11 milyar pada Juii 1998, sebuah konsorsium yang
dipimpin oleh BPH telah memulai penambangan minyak dari kilang
elang kakatua.

Kalangan dalam negeri Australia mengemukakan tentang
Mmasa depan Perjanjian Celah Timor tersebut sebenamya dalam
sebuah pemyataannya. CNRT sebenamya jauh hari memberikan
jaminan pada pemerintah dan industri Austraiia bahwa kepentingan
komersial mereka fidak akan diganggu apabila Timor Timur
merdeka. Namun pemerintah Australia tetap pro aktif mencari
jaminan resmi dari pihak Timor Timur. Pada akhir Februart 1999,
Menlu Alexander Downer mengadakan pembicaraan dengan
Xanana Gusmao di Jakarta yang menghasilkan jaminan bahwa
Gusmao akan tetap menghormati Perjanjian Celah Timor dan rakyat




Timor Timur tidak keberatan membagi secara adil sumber daya
yang terletak antara Timor Timur dengan Australia, Indonesia
sendiri secara tegas menyatakan tidak keberatan untuk melepas
klaimnya atas Celah Timor asalkan dibuat batas-batas yang jelas.

Meskipun masih terdapat kendala biaya yang tinggi dalam
investasi awal serta pasar minyak bumi yang masih belum
menguntungkan, namun pihak Australia tetap menganggap potensi
yang terkandung di Celah Timor akan menguntungkan di masa
depan.

Selain itu, Ausftralia rupanya juga melihat bahwa bumi
Lorosae tidak hanya menjanjikan minyak, akan tetapi juga uranium
dan sumber mineral lainnya, misalnya: Berdasarkan penelitian yang
dilakukan Aflied Mining Cooperation Prs. Ltd tahun 1857, Japan
Development of Mining end Energy tahun 1974, dan Direktorat
Sumber Energi (Departemen Pertambangan dan Energi) tahun
19895, yang menyatakan Timor Timur kaya berbagai sumber mineral
dan energt.

Australia bahkan melihat posisi geografis Timor Timur atau
Timor Lorosae vyang terletak di katulistwa dapat sangat
menguntungkan bagi wilayah itu apabila Timor Timur mengajukan
haknya sebagai tempat satelit geostationer ke International

Telecomunications Union serta memiliki satelt yang dapat



disewakan, melihat kapasitas ekonomi dan teknologi Timor Lorosae,
gagasan ini tentu akan lebih menguntungkan industri dan media

massa Ausfralia secara ekonomi dibanding Timor sendin.

. Kepentingan Keamanan

Sejak berdiri sebagai sebuah negara pada 1901, Australia
sefalu diliputi oleh rasa ketakutan atau kekhawatiran atas serangan
asing, utamanya yang datang dari Asia. Perang dengan Jepang
pada tahun 1941 — 1945 bagai menunjukkan pada rakyat Australia
bahwa Ketakutan mereka terhadap setan kuning (Yellow Perif) telah
terbukdti.

Ketakutan itu disebabkan karena posisi geografis Australia
yang berada dekat kawasan Asia sementara mayoritas
penduduknya memiliki ras dan budaya yang berbeda. Hal ini yang
merupakan motif bagi pihak Australia campur tangan masalah Timor

Timnur.

. Kepentingan Politlk Domestik Australia

Beberapa pengamat poliik Australia menilal masuknya
pasukan Austraia ke Timor Timur serta upayanya di sana
merupakan sebuazh kemenangan bagi pemerintahan Howard.
Seperti ditulis penelii dan analisis pertahanan Bob Lowry -

menyelesaikan masalah Timor Timur dapat — untuk pertama kalinya



- mendorong konvergensi antara kebijakan pemerintah dan opini
publik Australia dalam hubungan bilateral dengan Indonesia.

Di dalam negeri Ausfralia, Howard dianggap berhasil
menundukkan kembali posisi Australia sebagai sebuah negara yang
patut diperhitungkan di Asia Pasifik apalagi pasukan Australia
sebagai pemimpin pasukan intemasional telah berhasit menguasai
keadaan Timor Timur tanpa menimbulkan korban di pihaknya,
sebagaimana yang ditakuti selama ini.

Penentuan jajak pendapat yang dilakukan pada tanggal 30
Agustus itu temyata memberikan hasil yang mengejutkan. Untuk
lebih jelasnya disajikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 2

PENENTUAN PENDAPAT YANG DILAKUKAN
TANGGAL 30 AGUSTUS 1999

No Keterangan F %
1 | Penduduk yang menolak opsi otonomi | 438513 785
atau mendukung kemerdekaan
2 | Yang mendukung otonomi 13.279 21,5
Jumiah 451.792 100

—_

Sumber: Badan Litbang Deplu Rl Jakarta, Tahun 2001

Data pemungutan suara pada jajak pendapat tersebut di atas

pada tabel 2, dapat diketahui bahwa ada 451.792 orang yang ikut
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jajak pendapat dengan perincian bahwa yang menolak d’as: otonomi
atau mendukung kemerdekaan sebanyak 438.513 orang atau
78,5% dan yang mendukung otonomi sebanyak 13.279 orang atau
21,5%.

Dengan melihat tingkat frekuensi dan persentase pada tabel
2 di atas, menunjukkan bahwa kemenangan absolute majority
kelompok pro kemerdekaan Timor Timur dan tentu saja
kemenangan itu mengejutkan banyak pihak apalagi Pemerintah
B. J. Habibie.

3.23 Stkap Luar Negerl

Sehubungan dengan proses jajak pendapat di Timor Timur
tersebut, sebagaimana yang telah dikemukakan, temyata hasil jajak
pendapat itu diumumkan oleh Komisi Pemilinan untuk lima hari sejak 23
Agustus di Timor Timur guna mendapatkan koreksi dati masyarakat,
yang pada akhimya mendapat berbagai sikap luar negeri kepada
indonesia.

Bahwa sejak pada tahap proses pendaftaran jajak pendapat
diwamai oleh munculnya tindakan kecurangan yang ditakukan oleh staf
Unamet, yang menyebabkan ketidakpuasan dari pihak Pro-integrasi. Di
sisi lain, milisi Prodntegrasi banyak melakukan intimidasi terhadap

penduduk Timor Timur agar tidak memilin opsi kemerdekaan, tindakan
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inimidasi  menyebabkan terjadinya pengungsian seperti di Maliana,
Sual, Kovalima dan berbagai daerah lainnya.

Sulitnya situasi di wilayah itu, menyebabkan tertundanya jadwal
penentuan pendapat, yang semula telah ditertukan tanggal 8 Agustus,
kemudian ditunda tanggal 22 Agustus dan ditunda lagi menjadi tanggal
30 Agustus 1999. Urntuk membantu keamanan ini, PBB mengirimkan
bantuan Polisi Sipii PBB yang tergabung dalam United Nation
Assistance Mission on East Timor (Unamer). Lembaga ini terlihat tidak
fair dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu dapat dilihat dan kenyataan
bahwa staf Unamet temyata banyak mendukung kelompok Pro
Kemerdekaan untuk mencapai tujuan merdeka, di samping banyak
melakukan kecurangan dalam proses pendaftaran sampai penenfuan
pendapat dilaksanakan. Gugatan atas kecurangan ini kemudian tidak
ditanggapi oleh PBB sebagaimana mestinya.

Penentuan pendapat yang dilakukan tanggal 30 Agustus itu
termyata memberikan hasil sebagaimana yang sudah diutarakan penulis
sebelumnya. Dan sebelum penentuan pendapat dilakukan, sebaglan
pengamat memperkirakan akan terjadi kemenangan tipis sekitar 55 —
60% untuk kefompok pro-kemerdekaan atau sebaliknya.

Masalahnya sekarang, hasil penentuan pendapat itu ternyata
fidak bisa diterima oleh pro integrasi dengan berbagai alasan, sehingga
yang terjadi beberapa hari sesudah pengumuman hasil penentuan
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pendapat itu adalah milisi pro integrasi mengamuk. Mereka membunuh
dan membakar bangunan rumanh, toko dan gedung-gedung perkantoran
secara membabi buta di luar peri kemanusiaan. Akibatriya
sebagaimana yang diberitakan pers dalam negeri, bahwa sekitar 80%
Kota Dili hangus, 218.000 orang diungsikan ke NTT, dan sekitar 190
orang yang mengungsi ke hutan, dan sekitar 200 orang tewas (berita-
berita dari pers asing menyebutkan puluhan ribu orang tewas), dan
Keadaan darurat militer pun sempat diberiakukan beberapa hari untuk
meredam tindakan kriminal dari kelompok milisi pro integrasi
(Puslitbang PPW-LIP! Jakarta, 2000: 46).

Kondisi tersebut, membuat sikap luar negeri atau masyarakat
intemasional sangat marah kepada Indonesia. Banyak negara terutama
Australia, Amerika Serikat dan negara-negara UE mengutuk sikap
Jakarta yang seolah-olah membiarkan pemusnahan massal dan
penghancuran fislkk wilayah itu. Sebagian masyarakat intemasionat,
terutama yang ant Indonesia menyebutnya sebagai crimes against
humanity dan hahkan genocide. Mamun inliah kenyataan yang terjadi di
Timor Timur sejak sesudah hasil penentuan pendapat yang diumumkan
awal September 1999 lalu.

Diberlakukannya darurat militer untuk beberapa hari memberikan
indikasi bahwa konflik politik di Timor Timur sudah sedemikian parah

dan karenanya harus ditangani secara serius dan hati-hati. Kedatangan
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pasukan multinasional PBB, International Force in East Timor (Interfef),
memang fidak dapat ditolak, karena segera setelah diumumkannya
hasii penentuan pendapat yang dimenangkan pendukung pro
kemerdekaan, PBB berhak dan bertanggung jawab atas keamanan di
wilayah itu bersama-sama dengan TNI.

Sejak kedatangan pasukan multinasiqnal awal September 1999,
kelompok pro kemerdekaan seperti mendapat angin. Mereka pun turun
dari pengungsian di gunung dan melakukan pembakaran rumah dan
kantor-kantor pemerintah sebagai balasan atas tindakan milisi pro
integrasi. Dalam situasi chaos seperti ini siapa sesungguhnya yang
bertanggung jawab atas keamanan dan kehancuran Timor Timur?
Patutkah TNI dan mencuci tangan dari situasi ini?

Menurut butir 1 Agreement Regarding Security dapat ditafsirkan
bahwa tanggung jawab TNI dan Kepolisian RI selesai setelah
pengumuman hasil penentuan pendapat dilaksanakan. Konsekuensinya
adaiah, jika terjadi kerusuhan oleh salah satu atau kedua pihak seperti
kerusuhan, pembunuhan dan segala bentuk kejahatan lainnya yang
dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua pihak yang bertikai, maka
itu sesungguhnya di luar tanggung jawab TNI dan Kepolisian RI. Tapi
bukan berarti bahwa TNI tidak dapat dituntut atas dugaan provokasi,

dan dukungan terhadap milisi atas penghancuran wilayah itu.
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Mengenai pemeliharaan pelaksanaan ketentuan hukum dan tata
tertib keamanan, butir 4 Agreement ini menyerahkan tanggung jawab
kepada Kepolisian RI. Masa waktu tugas ini secara jelas disebutkan
dalam butir ini pada saat penentuan pendapat, unfuk mengawasi dan
atau melakukan pengawalan terhadap kotak-kotak suara dan menuju
tempat pemungutan suara. Dari ketertuan yang jelas ini, dapat diartikan
bahwa fugas dan tanggung jawab Kepolisian RI dalam menjaga
_ keamanan dalam proses penermtuan pendapat ini berakhir pada saaf
selesainya penentuan pendapat dilakukan. Dengan demikian,
kerusuhan yang terjadi sesudah itu sesunggubnya di luar tanggung
jawab Kepolisian RI. Tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan
PBB, dan saat ini telah diambii alih oieh United Nation Transition
Administration in East Timor ( UNTAED).

Selanjutnya, butir 2 Agreement ini juga memberikan tanggung
jawab keamanan kepada Komisi Perdamaian dan Stabiiitas
(Commission on Peace and Stability) yang dibentuk tanggal 21 Aprii
1999 di Dill bekerja sama dengan misi Unamet. Tetapi komisi ini gagai
menjalankan tugasnya, karena tidak mampu melakukan periucutan
senjata yang dimiliki kedua pihak yang bertikai. Kendati Dekiarasi Dare
Il akhir Juni 1 999 sepakat menciptakan keamanan, tetapi kesepakatan

itu hanya menyerahkan sebagian kecil saja dar senjata yang mereka
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miliki. Padahal, kedua kelompok ini telah berjanji untuk menerima
apapun hasil penentuan pendapat.

Persoalannya sekarang, bagaimana menjalankan article 6
persetujuan Indonesia-Portugal, yakni mengambll langkah
konstitusional yang diperiukan untuk memutuskan hubungan dengan
Timor Timur, dan mengembalikan status Timor Timur seperti sebelum
tanggai 17 Juli 1876. Selanjutnya Pemerintah Indonesia, Portugal
bersama Sekjen PBB harus merumuskan mekanisme untuk
memindahkan kekuasaan di Timor Timur kepada PBB secara tertib dan
damai. Dan untuk kemudian Sekjen PBB melakukan prosedur untuk
memulai suatu proses menuju kemerdekaan.

Hal yang periu menjadi perhatian kita adalah persoalan
pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur, termasuk pelanggaran
HAM yang terjadi pasca penentuan pendapat. Dalam masalah ini,
tekanan imtemasional khususnya PBB untuk membentuk peradilan
HAM intemnasional telah menjadi kenyataan, kendati yang dibentuk
bukan peradilan intemasional, tetapi peradilan nasional HAM. Dengan

dibentuknya KPP HAM, telah menyeret Jenderal Wiranto.

Konsekuens! Hukum intemasional terhadap Pemisahan Wilayah

Timor Timur darl Indonesia
Dengan terjadinya peralihan kekuasaan atas Timor Timur

kepada PBB sesuai Pasal 6 Persetujuan New York, maka Indonesia
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telah melaksanakan kewajibannya dan oleh karena ity masalah Timor
Timur sudah terselesaikan. Hal ini tercermin dalam Keputusan Sidang
Majelis Umum PBB ke-54 untuk menutup mata acara Question of East
Timor. Bertalian dengan hal tersebut, sudah menjadi ketetapan bagi
pemerintah Indonesia untuk membuka lembaran baru dengan Timor
Timur dan dalam batas kemampuannya, untuk membantu pemulihan
keadaan di Timor Timur.

Dengan terpisahnya Timor Timur sebagai propinsi ke-27 dari
Indonesia, maka konsekuensi hukum intemasional Timor Timur telah
mengatur negaranya sendiri dan Indonesia sudah tidak dapat lagi
melakukan intervensi, karena Timor Timur telah diakui oleh dunia
intemasional sebagai suatu negara yang merdeka.

Sehubungan dengan konsekuensi hukum internasional datam
pemisahan Timor Timur dari Negara Republik Indonesia, maka sesuai
dengan Ketetapan MPR No. V/IMPR/1899, pemerintah Indonesia peru
mengatasi sejumlah permasaiahan yang timbul sebagai akibat
pengakuan terhadap hasll penentuan pendapat di Timor Timur.

Berdasarkan Pasal 6 Tap MPR RI No. V/IMPR./18989 termaksud
disebutkan juga bahwa segala hal yang berkaitan dengan akibat
pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat Timor Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut diatur

lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum
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intemasional yang berlaku. Di antara masalah tersebut adalah masalah
aset Indonesia di Timor Timur yang akan dirundingkan penyelesaiannya
dengan pihak PBB.

Mengenai persoalan aset negara lama, kalau terjadi suksesi
negara, maka dalam hukum intemasional terdapat aturan konvensi
tentang hat ini. Menurut Hikmahanto Juwana (dalam harian Kompas, 3
Juni 2002) mengatakan sesuai dengan Vienna Convention on
Succession of States Property, Archives and Debls terhadap aset
pemerintah negara lama, tidak ada kewajiban untuk membayar ganti
rugi oleh negara baru. Prinsip ini terfuang dalam Pasal 11 yang
menyebutkan bahwa The Passing of States Property of the
Predecessor State to the Successor State Shall Take Place Without
Compensation.

Dengan demikian kalau dikaitkan dengan terjadinya pemisahan
wilayah Timor Timur dari indonesia, maka konsekuensinya aset
pemerintah Indonesia di Timor Timur akan beralih kepada negara Timor
Lorosae. Hal ini juga sesual dengan yang dikemukakan oleh Budi
Lazarusli dan Syahmin AK. (1886:38) sebagai berikut:

Di mata hukum internasional pada umumnya negara pengganti,

berdasarkan alasan-alasan atau dasar-dasar ketentuan di atas,

dipandang berhak atas public properties dan negara yang
digantikan, yang berada di wilayah negara yang digantikan

kedaulatannya tersebut, atau negara di mana terjadi suksesi
negara itu.




Sehingga dapat disimpulkan bahwa aset yang dimiliki oleh pemerintah
di Timor Timur, Indonesia seharusnya tidak melakukan tuntutan untuk
mengambil alih dari wilayah Timor Timur.

Sedangkan perbatasan Indonesia dengan Timor Timur serta hal-
hal lain yang berkaitan dengan kepentingan kedua belah pihak, harus
dirundingkan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan kenyataan geografis, Indonesia mempunyai
kepentingan agar Timor Timur sebagai entitas terpisah dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak berkembang menjadi sumber
ancaman bagi keamanan dan stabilitas Indonesia. Di samping itu,
sesuai Pasal 5 ayat 1 Tap MPR Nomor V/IMPR/1999 yang menegaskan
kepada Presiden R! bersama badan-badan intemasional untuk
mengambil langkah-angkah nyata unfuk memberikan perlindungan
ferhadap warga Timor Timur sebagai akibat yang timbul dan
pelaksanaan penentuan pendapat. Pemerintah Indonesia akan
memprioritaskan agar PBB menjamin dilindunginya hak asasi rakyat
Timor Timur, termasuk yang mendukung integrasli. Mencakup
keselamatan mereka dan hak mereka untuk menyalurkan aspirasi
politiknya secara damai tanpa diskriminasi.

Semenjak Timor Timur (Timor Loro Sae) menjadi entitas terpisah
dari NKRI, Indonesia berkepentingan agar Timor Loro Sae tidak

berkembang menjadi sumber ancaman bagi keamanan stabiiitas
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Indonesia. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Indonesia berniat
membuka lembaran baru serta membangun hubungan baik dengan
Timor Loro Sae yang ditandai dengan pembukaan secara resmi Kantor
Urusan Kepentingan Republik Indonesia (KUKRI) oleh Presiden RI
pada tanggal 29 Februari 2000. KUKRI ini berfungsi sebagai
penghubung (L/asion) antara Untaet dengan pemerintah R). Pada
kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan  Joint
Communique antara Meniu RI dengan Kepala Untaet mengenai hal-hal
yang tertunda dan periu ditangani oleh Rl dengan Kepala Untaet.
Menindakianjuti isi komunike bersama Ri-Untaet, Presiden
menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan
perundingan Rl-Untaet melalui Keppres No. 47 tahun 2000 untuk
menangani hal-hal yang berkaitan dengan residual matters sebagai
akibat darn peralihan kekuasaan. Satgas tersebut beranggotakan unsur-
unsur darn instansiHnstansi yang terkait dengan masalah-masalah yang
dirundingkan dan dibagi sesuai kelompok bidang tertentu yang
dikoordinasikan melalul Kantor Menko Polkam (masalah perbatasan,
kerja sama di bidang hukum, transit arrangements). Kantor Menko
Ekuin masalah aset negara dan swasta dan Kantor Menko Kesra dan
Taskin (masalah status PNS asai Timor Timur, peninggalan bersejarah,
status mahasiswa asal Timor Timur yang belajar di Indonesia). Sebagai

pelaksanaan dari Keppres tersebut pada tanggal 28-29 2000 di
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Denpasar Bali telah dilaksanakan perundingan putaran pertama yang
membahas status mahasiswa asal Timor Timur. Masalah perbatasan
dan status PNS asal Timor Timur. Sedangkan perundingan antara RI-
Untaet putaran kedua telah diselenggarakan di Yogyakarta pada
tanggal 24 - 25 Mei 2000 yang antara lain membahas masalah arsip
(pertukaran arsip antara RI - Timor Timur) yang dimiliki Indonesia
seperti arsip perpajakan, catatan kriminal, kepemilikan dan data
kependudukan dan lain sebagainya yang diperiukan bagi pembangunan
Timor Timur. Masalah peninggalan kebudayaan (kerjasama pelestarian
peninggalan kebudayaan dan kemungkinan pertukaran benda-benda
budaya). Dan melanjutkan hasit pembicaraan dalam perundingan
putaran | di Bali mengenai aset perbatasan Rl — Timor Timur, transit
arrangement, status PNS asal Timor Timur dan status mahasiswa asal
Timor Timur. Perundingan-perundingan berikutnya direncanakan akan
terus berlanjut sampai tercapai kesepakatan dan hasil yang
memuaskan kedua pihak guna penyelesaian masalah yang menjadi
kepentingan bersama tersebut (Badan Litbang Depiu Jakarta, 2000:
62).

Krisis di Timor Timur menjadi titik perubahan yang sangat
signifiikan bagi kawasan Asia Pasifik, karena terpisahnya Timor Timur
dari Indonesia tidak hanya membentuk ingkungan strategis baru,

namun juga memunculkan potensi dan tantangan bary dalam hubungan
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bertetangga baik. Sebagai entitas baru di kawasan Timor Loro Sae
diharapkan oleh negara di sekitamya dapat melakukan peran
regionainya secara tepat demi keharmonisan hubungan antar bangsa
yang telah terjalin di kawasan selama Ini. Menyangkut peran regional
Timor Loro Sae di masa depan, sejauh ini telah muncul dua organisasi
kerja sama regional yang mungkin yaitu Asean atau South Pacific
Forum (SPF). Posisi geografis dan komposisi etis Timor Loro Sae
memang cukup unik yang akan memungkinkan negara tersebut untuk
memilih di antara dua organisasi kerjasama regional itu.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka akibat
pemisahan wilayah Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia membawa konsekuensi hukum internasional bahwa Timor

Timur sudah merdeka dan tidak lagi di bawah kekuasaan indonesia.
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BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
a. Proses integrasi Timor Timur menjadi bagian wilayah Indonesia
berawal setelah Portugal meninggalkan Timor Timur pada akhir
bulan Agustus 1975, terjadi perang saudara antara Fretelin dan
partai lain yang membawa cukup banyak korban. Tanggal 9
Februari 1975 diadakan pertemuan di London dengan hasil
Indonesia selalu diberitahu dan didengar pendapatnya menjelang
pertemuan yang akan diadakan di Macao, akhimya Konferensi
Macao diadakan 26 Juni sampai 28 Juli 1975, sementara itu perang
saudara telah berkobar di seluruh wilayah dan juga tanggal 26
Agustus 1875 Gubemur dan Pejabat Portugal meninggalkan Dili.
Tanggal 7 September 1875 wakil-wakil dari partai UDT, Apodeti,
Kota dan Partide Trabalista mengeluarkan pemyataan bergabung
dengan RI. Selanjutnya 28 Nopember 1975 Fretelin memberikan
reaks! terhadap dekiarasi itu pada tanggal 29 Nopember 1975 di
Balibo. Dan keempat partai tersebut bersepakat memprokiamirkan
Timor Timur dan sekaligus menyatakan bergabung dengan Republik
Indonesia, kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975,

wilayah Timor Timur telah resmi dan sah menjadi bagian dari
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Negara Republik Indonesia yang ke-27. Hal ini berarti atas
keinginan rakyat Timor Timur bergabung dengan Indonesia yang
diakui oleh PBB.

. Dan proses pemisahan atau keluamya Timor Timur dari wilayah
Indonesia terjadi karena pasca integrasi Timor Timur ke indonesia,
wilayah tersebut masih sering dipermasalahkan oleh sebagian
rakyat Timor Timur yang menghendaki Timor Timur menjadi negara
sendiri terlepas dari Republik Indonesia. Dari gejolak ini akhimya
PBB mengagendakan masalah tersebut. Kemudian ketka B. J.
Habibie menjadi presiden pada tahun 1899 akhimya memberikan
opsi bagi Timor Timur untuk menentukan nasib wilayah Timor Timur
melalui jajak pendapat. Akhimya dari hasil jajak pendapat
membentuk bahwa rakyat Timor Timur ingin menjadi Timor Timur
sebagai negara sendiri (merdeka) dan pengakuan Timor Timur
sebagai negara diproklamirkan pada tanggal 20 bulan Mei tahun
2002,

. Konsekuens! hukum Iintemasional setelah pemisahan Timor Timur
dari Indonesia telah memberikan posisi Timor Timur yang
independent sebagai negara tersendiri lepas dari wilayah Indonesia.
Kemudian dari konsekuensi itu pula, berarti Indonesia harus
melakukan perundingan-perundingan ulang yang berkaitan dengan

aset serta perjanjian-perjanjian yang pemah diadakan antara pihak
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Indonesia dengan Austraiia tentang Celah Timor., Serta harus
melakukan perjanjian dengan Timor Timur yang berkaitan dengan

perbatasan wilayah serta hal lain sesuai kepentingan para pihak.

4.2 Saran-saran

a. Akibat pemisahan Timor Timur dari Negara Republik Indonesia yang
sudah diakui oleh dunia internasional, maka sebaiknya Pemmerintah
Rl periu senantiasa melakukan perundingan untuk menyelesaikan
segala aset-asetnya yang ada di Timor Timur dan senantiasa
menjalin kerja sama dalam berbagai bidang dengan tetap
memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum intemasional yang
berlaku.

b. Perjanjian yang pemah diadakan oleh Indonesia dengan Australia
tentang Celah Timor perlu ditinjau kembali, karena pqs,isi Indonesia
sudah fidak relevan lagi terutama yang berkaitan dengan segala hal
yang menjadi kewenangan bagi Timor Timur. Apakah pihak Timor
Timuwr mau mengadakan perjanjian tentang Celah Timor dengan

pihak Indonesla atau dengan pihak Australia.
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Te,tho People of Portuguese Timor aad its Depardencien, herein represented’
by APOTETI-Aemociagio Popular Lemocratica de Timor,UD?-Untfs Democratica
da Timor,XO0TA-K1lihur Jan Tiaur Agwain and Partido Trabalhiata after s cre=
fully anclise has been wede afer tae udileteral sotion of Fretilin matsria-
1ize2 through the “proclanation of independence” concarning taw tarritory
of Portuguess Timor,being such attitde conaidersd consented undsr the role
ér the Caveromant of Portugal,being such faste by thir oesfnlog in full
Tontradiction te the real iaterest of Portugusss Timar pecplei
Considering that the conditions for self-detsraiaaticn of Fortuguess Timor
people regarding to chooss freuly Ita own destiny wers siot carried out in
exwauiiong
gavirg in mind the fact that seversl imitiatives bhave basn avidenced as &
prool towards to mest & Just and peaceful politisal solutiom ce the timo-
rese qusation,mainly
= The Kacao Mesting to which Fretilin was voluatariously absent
although the Gowymment of Portugal did invite thir repressn-
tatives to be presant,
= Readiness of the Covernment of dustralia ir ordes to provide
aonditions for s dialogua soncerning the Timor question at
. Ata own terzitary.
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Torslgn Affaics Ninieters of Fortugal and Ipdonesis which
final conclusion was the issus of the Nemorandun of Underetea~
&ing batveen the two tcuntriss.
Effortm aarried out Yy the Indonssian Covereaent in seniing aver
the bordering srea the Winteter of Foredge Affaize Y&, ddan Malik
in ardee to foplement the spirit of the Ropw Xeeting,
Conseguently, being schieved the econclu sion that the Fratilis deliberatly
fgnored all the mentioned #fforts;
Adding yet the fact that Fretilin bhas sssumed finess attitules that eriminally
avoid the Timor Fortugusse people to express its legltina‘e aspirations;
Attending the gituation build up by Fretilin when delering unilateraly the
indcpondance of Portuguess Timor drairving sut casplatly all fhe poyajtilities
towards & pesceful sclution of thia problam acaording to the wishes of the
paople;
Teoling that owing the ¢olonialist sction of Portugsl and follend wikeh
during alacat 500 yeare Ray desply asparated the blood links,ethnical afinitie:
poral and cultural with the Indenesian Pecpl of the laland of Ticor;
dttonding that this woment is to ba considezed quite opportums to re—ss-ablish
the strong traditionsl links w:th the Indonoes'an Nation;
In the namo of the L1l Kighty,asd by the Tessons previously swlferred,ws co
proclain solvanly the Iategzation of the whols territary of the ex-poriuguese
telony of Timor with the Indonesian Nation,as this proclassiom ceans the
"sest highly expression of the Portugueas Timor pecple fesllnge,
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davedradeeradt Bawalanmnvg dedene bal ind
Javahif olet Apodet (Associeseo Popu
fur Democratica Je Tinorei, UHBT (Univo
Democmatice de Finter, (KOT AL

(Kithur Oun Timtor Asweind Jan pari
serclelt  mengadakan wnalisa
menvesali  proklenasi septhak

Trabalizta
PSS

Fretilin vang o
Llamasi Kemerdokae™  awas wilavah Ti-
mor Portugis, sedanghan sikup demikian
nampeknuva disetujul Pemeriniah Portugal
dan hastf dari fuk:a inf sama sekali ber-
tentangan dengan Kepentingan rakvat

Timor Porivgal

watighunt mrenjadi T Pro-

Mengangpap  bulttwa  Aondisi-kondisi
untuk penentuan nasilr sendir dari rakvar
Timor Portugis dengan mentilih suare
rakyat ridet dapat difaksanakan,

Mempertimbangkan kenvataan bahwe
petbagai inisineip tefalt diperiihathon se.
bagai busir wntuk mencapas hasid mevd
kinkaw polisik secara adil dan damai dras
wilevalr Timor lcerutama :

Pertean Macae F inana Fretdin
devgnar kehiendak  semdied tiduk miou
hader welanpnn Pemerintet Portipdl
sindeh menpinidung walkcilavakilnyg

truh fidir,

Nesedivan Pemerintalt Australia vang

paeers kenrurpkines  ueedk ouene

diciog dalem hubwagan dengun masa-
ol Timor Timur i wilavahinva ven

dir.

Pertemuan Rome  vang  dilakukan
antura Menteri Luur Negeri Portugal
dan Indonesia dengan kesimpulan ter.
akhir adelah keputusan Mentorandum
saling perigertian antara hodug negare.
Usaha-usaha yang dijalankan oleh Pe-

meriniaht Fndonesia dengan mongrein
Menperi Luar Negeei Adum Mok Ke
duerahi perbatesan dengan ek sud
at Perte

it mentReTdY R Ser

narr Romtd.

Newvimpulkan botiwa Frorilin doeegan
senpaia colefr omiclenegar s comiia wsehu

vang deoriian JE dia

Ditambah fukta belvwva Frotio cefol:
mengemod sikap-sikup yvarg ddek sehas
VeIl securs Komtit penceguh rekyat Ti-
mor Porfegis uniuk menyatuian aspirusi-

aspirasinyg vaung svaf:

Melilar sitwasi yang dicipaian olet:
Frettlin kertka menvatukan secard sepiink
Kemordekaar Timor Portugis Genar-denar
menghifasghan  segula kevrunghkinen  pe-
nyelesgian secera damai aray nsaelalt (g
sesitetl dengan kehendek rakver.

Merasa balwae Rarena cindeiun Ao
koloniclts  Portugel  dun Belonda wany
hampir  selama 300 talnar nmeemidsalikan
hubungur: darah, hubungarn percaudaraan
dan cthnis moral dan kebuduvean dengan
rukvat Ffonesia dare Putate Tonor,

Mot Dattved saan it hars disingpap
sehugal  Acsempaton oveny boil ik
membangun kembedi ikatan-ibaran tradio.

storil vung kuat dengan Bavgsa fndonesia

Atas noma Alfesr Yang Mane Kudsd
e berdoegslanr gl e aase v J
nrikakon tadi kami dengan Eukmat me
nyverakan incograst dari selurult wiluvah
bekas kefoni Portugis &I Vimor denyan
buangsa  udonesic dun profdamesi ol
merupakan poestvataen palong tep i den
perasaan-perasqun rakvat Tumor Por.
dugis.

Sesuai dengant isi Proklamasi Tiegrase
ini. Pemaorintah dan rakvat Indonesia i
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mnta urtuk mengambil danghalielangialy aus e KOTA
vang perie guna/untek melindungs Lok
dupan rakyal yang sekarang merasa din
nva sebegal bugiant dari rakyvat fndones:y
yang sedeng hidup di bawalt terror dan
prakek-prakick factst dari Fretilint vang
direstui olvl: Pemerintah Portugul,

fuse Muartins

Prestden

@tus noma LUDT

Fransisco Xavier Lopes du vy,
Dikeluarken, di Bulibo, 30 Nepember 1973 Presidden
Atas rama APODETI Domiingos de Oliveira

Sekretarts fendrai
Guitherme Muria Gonealres

Anggota Prosidiun: aEas nama pariai TRABALIN .

Alexandrine Borromeu Domingos C. Pereira

Anggota Presidium Anggota Direktur
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PETISI

Denean WMokl Vuaban Yous o Woely
Esa.

Kumi atas pama selurnh raksvet Voner
Timur. serclah memberikan kesaksian atas
keputasan Sidang Paripuriae Terbuba De
wian PPerwakilan Rakvar Wilavah Vinor
Tinvar pada tanggal 31 Mei 1570 di Dili.
yang pada hakekatnva merupelan pove
Judan dari kchendak rakvar schapaimiasa
tertuang dalam Proklamasi Truegcas:
mor Timur pada mgeal 30 Noepem
1975 di Balibo, dengan ini mendesai ke-
pada Pemerintah Republik lidonesia ugar
dolam waktu sesingkat-singkatnia meneri-
ma dan  meagesshkan integrasi raksaos
serta wilayah Timor Timuor ke dalom -
gara kesatuan Republik Indon:sia 220
nubnya anpa referendum.

Diti, 51 Mlei 1976,

Kepala Pemcrintehh  Sementara Timior
TFimur,

td
Arnaido Dos ficis Avaujo

Dewan Pervakilan Rukyat Tiwor Timer
Ketua,

td

Cuilhcime Maria Guralies,
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H.E, President of

the Republic of Indonesia
General Soeharto
Jakarta.

Your Excetlency,

As your Excellency right have known, that since December 17, 1975,
the Provisional Government of Eastern Timor has been established,
covering the whole territory of Eastem Timor.

To enable to create a peaceful condition and order as well as smooth
administration in the territory, we hereby, on behalf of the Provisional
Government of Eastern Timor kindly request the Government of the
Republic of Indonesia to render assistance in the military, social as
well as economic assistance, so that a condition of peace and order in
the territory of Eastern Timor can be restored, and free from the djs-
turbances threats from the terrorists, left by the Portuguese Govern-
ment.

We sincerely hope that the Republic of Indonesia wil] immediately be
able to realize the help we badly need. On behalf of the people of
Eastern Timor, we highly appreciate yvour invaluable kindness.

Thank you.

Dili. December 18, 1975.

On behalf of the Provisional
Government of Eastern Timor,

I. APODETI : President
{Arnaldo Dos Reis Araujo)

1. UD.T.: President
(Francisco XNavier Lepes da Cruz)
cc.
His Excellency the Secretarv General of the United Nations.
His Excellency the Chairman of the UNS.C.
His Excellengy the Chairman, of Coimmission 24
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RESOLUTION 384 (1975)
22 December 1975

THE SECURITY COUNCIL

Having noted the contents of the letter of the Permanent Represent-
ative of Portugai (8/11899%),

Having heard the statements of the representatives of Portugal and
Indonesia,

Having heard representatives of the peopie of East Timor,

Recognizing the inalienable right of the people of East Timor to sel:-
determination and independence in accordance with the pringiples of the
Charter of the United Nations and the Declaration on the Granting of In-
dependence to Colontal Countries and Peoples, contained in General
Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960,

Nothing that General Assembly resolution 3483 (XXX) of 12 Decein-
ber 1975 inter alia, requested the Special Committee on the Situation witis
regard to the implementation of the Declaration on the Granting of Inde-
pendence to Colonial Countries and Peoples to send a fact-finding mission
to Last Timor,

Gravely concerned at the deterioration of the situation in East Timor,

Gravely concerned also at the loss of life and conscious of the urgen:
need to avoid further bloodshed in East Timur,

Deploring the intervention of the anned forces of Indonesia in East
Timor,

Regretting that the Government of Portugal did not discharge fulty 1ts
responsibilities as administering Power in the Territory under Chapter X1 o7
the Charter,

1. Calls upon all States to respect the territorial integrity of East Timor
as well as the inalienable right of its people to self-determination in accord-
ance with General Assembly resolution 1514 (XV),

2. Calls upon the Government of Indonesia to withdraw without delay
all its forces from the Territory;

3. Calls upon the Government of Portugal as administering Power to
cooperate fully with ¢the United Nations so as to enable the people of East
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Timor to exercise freely their right to selfdetermination;

4. Urges all States and other parties concerned to co-operate fully with
the efforts of the United Nations to achieve a peaceful solution to the
existing situation and to facilitics the decolonization of the Territory;

5.  Requests the Secretary General to send urgently a special represent-
ative to East Timor for the purpose of making an on-the-spot assessment of
the existing situation and of establishing contact with all the parties in the
Territory and all States concerned in order to ensure the implementation of

the present resolution;

6.  Further requests the Secretary General to follow the implementation
of the present resolution and, taking into account the report of his special
representative, to submit recommendation to the Security Council as soon

as possible;

7. Decides to remain seired of the situation.
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PROCLAMATION

We, the People of Portuguese Timor and its Dependencies, here
in represented by APODETI — Associacao Popular Democratica
dc Timor, UDT - Uniao Democratica de¢ Timor, KOTA -
Klibur Oan Timur Aswain and Partido Trabalhista after a cre-
fully analise has been made after the unilaterat action of Fretilin
materialized through the “proclamation of independence” con-
cerning the territory of Portuguese Timor, being such actitude
considercd consented under the role of the Government of
Portugal, being such facts by their meanings in full contradiction
to the real interest of Portuguese Timor peopic;

Considering that the conditions for self-determination of Portu-
guese Timor people regarding to choose frecly its own destiny
were not cdrried out in execution;

Having in mind the fact that several initiatives have been
cvidenoed as a proof towards to mest a just and peaceful
political solution on the timorese question, mainly

— The Macso Mecting to which Fretilin was volunta-
riously zbsent althought the Government of Portugal
did invite their rcpresentatives to be present.

— Readiness of the Government of Austratia iv order to
provide conditions for a dialogus concerning the Timor
qucstion at its own territory.

- The Rome Meeting for mutual consuliation helel
between the Foreign Affairs Ministers of Portugal and
Indonesia which final conclusion was the issuc of the
Memorandum of Understanding between the two
countries.

Efforts carried out by the Indoaesian Government in
sending over the bordering area the Minister of Foreign
Affairs Mr. Adam Malik in order to implement the spirit
of the. Rome; ngtmg el -
: Conscquentri, ’B’gt““ntchlevcd ﬁc conc{usmn that the Fretilin
deliberatly ignoted all the mentioned efforts;
Addiag yet the fact that Fretilin has assumed illness attitudcs
that criminally avoid the Timor Portugucse poople to express
its legitimate aspirations;
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Attending the situation build up by Fretilin when declaring
unilateraly the independence of Portuguese Timor draining out
completly all the possibilition towards a peaceful solution of
this problem according to the wishes of the people;

Feeling that owing the colonialist action of Portugal and Holland
which during almost soo years has deeply separated the blood
links, ethnical afinitic moral and cultural with the Indonesian
Peaple of che island of Timor;

Attending that this moment is to be considered quite opportunc
to re-establish the strong traditional tinks with the Indonesian
Nation;

In the name of the All Mighty, and by the reasons previously
referred, we do proclaim solemnly the Integeation of the whole
_territory of the ex-portuguese colony of Timor with the Indo-
ncsian Nation, as this proclamation means the most highly
cxpression of the Portuguese Timor people feclings.

In aczordance with the contents of the present Proclamation
of Integration the Government of Indoncsia and the People of
Indonesia arc requested to take the necessary steps in order
to protect people’s lives who themselves now are considerine
part of the Indonesian People vet living under the terror an:
fascist practices of Fretilin allowed by the Government of

Portugal.
Dated at Balibo, November 30, 1975
behalf of APODETI On behalf of UDT
Guilheeme Maria Goncalves  Francisco X, Lopes da Cruz
Membro do Presidium Presidente

Alexindring Besromeu: T 1w,
e o

o . § W- ra .-.'
ceretac _@L ‘»ﬁ.-

On behalf of KOTA  On behalf of PARTIDO TRABALHISTA

Jose Martins Domingos C. Pereira
Pcesidente Membro do Directoria

Membro do Presidium
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TERJEMAHAN BEBAS

Teks Proklamasi ketiga pacmi di Timor Timur ie dibuat
dalam bahasa Inpgeris serta bahasa Porrugis,

Dikeluarkan pada 30 Nopember 1975 dan secara resmi di-
sampaikan kepada Pemerintah RI, dalam hal ini kepada Menlu
Adam Malik di Atambua pada 1 Desember 1975.

Terjemahan bebas Proklamasi itu adalah sbb. :

PROKLAMASIL

Kami, cakyat Timor Portugis, yang diwakili oleh APODETIL
— Associacao Popular Democratica de Timor, UDT - Unjao
Democratica de Timor, KOTA - Kiibur Oan Timur Aswain
and Partido Trabalhista, setelah mempertimbangkan dengan
seksama aksi sepihak Fretilin yang terwujud melalui "proklamasi
kemerdekaan” mengenai wilayah Timor Portugis, yang dinyata-
kan disetujui olsh pemerintah Portugis; kenyataan semacam itu
bertentangan dengan keinginan nyata dari rakyat Timor Portugis.

Mecnimbang, bahwa persyaratan untuk menentukan nasib sen-
diri secara bebas dari rakyat Timor Portugis tidak sesual dengan
tindakan tersebut.

Mengingat kenyataan, bahwa beberapa inisiatip telah ditem-
puh untuk memperolech penyelesaian politik secara damai dalam
masalah Timor, terutama :

- Pertemuan Makkao, dimana dengan sengaja Fretilin tidak
hadir walaupun Pemerintah Portugis mengundang wakil me-
reka.

- Kesediaan Pemerintah Australia untuk mengusahakan ke-
adaan yang memungkinkan bagi pembicaraan tentang masalah
Timoc di wilayahnoya.

— Pertemuan Roma untvk saling konsultast antara para Men-
teri-Menteri Luar Negeri Portugis dan Indonesia, yang telan
menghasilkan Mc’norandum Salmg Peagertian di antara

. kedud” negara, .

- Usah"r"ym'l,}'-“’mlakukm ﬁ\:l’cmerm’ﬁab Indonesia dengaa
kedatangan Menlu Adam Ma!nk ke dacrah perbatasan untuk
menyampaikan semangat Pertemuan Roma.

Akibatnya tercapailah kesimpulan, bahwa Fretilin dengan
sengaja tidak mau tahu semua usaha-usaha tersebue ;
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Tambahan lagi Feetilin eelah mempertunjukkan sikap salah,
bahwa dengan tindakan kriminalicasnya relah menghalangi rali-
yat Timor Portugis untuk menyarakan keheadak berdasarkan
hukum yang svah ;

Mengingar sicuasi yang discbabkan oleh Fretilin dengan per-
nyaiaan sepihak kemerdckaan Timor Portugis telah mengzgagal-
kan scgalx kemungkinan kearah pemecahan damai seperti vang
diingini oleh rakyar ;

Merasakan, bahwa aksi kolonialis Portugis dan Belanda yang
sclama hampir 500 tahun tefah memisahkan hubungan darah,
ikatan moral bangsa dan kebudayaan antara Bangsa Indonesia
dan Timor Portugis ;

Mengingat, behwa saac ini adalah kesempatan yang paling
baik meayambungkan secara kokoh hubungan cradisi dengan
Bangsa Indonesia;

Aras nama Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan alasan-alasan
di acas, kami dengan khidmat menyatakan penyatuan seluruh
wilayah bekas koleni Portugis di Timoc dengan Negara Indo-
nesia; Proklamasi ini adalah pernvacaan paling sungguh dari
keinginan rakyat Timor Portugis.

Bachubung dengan isi dari Proklamasi Penyatuan ini, Peme-
rineah Indonesia dan rakyar Indonesia diminta untuk mengambil
langkah-langkah yang perlu watuk melindungi kehidupan rakyar,
yang kini merupakan bagian Bangsa Indonesia, yang berada di
bawah tecror dan faskis yang dilakukan oleh Fretilin dan dicestu;
olch Portugis.

Balibo, 30 Nopember 197;.

Atas nama APOQDETI Atas rama UDT
ted. ted.
Guilherme Maria Gonealves Francisco X, Lopes da Cruz
Anggota Presidium Presiden
ttd, iB

-

Alcxandrino Biffomeu e d&%@
Anggota Presidiunr " ‘Sektefaris Jendfat
Atas nama KOTA  Atas nama PARTIDO TRABALHISTA
ted. ttd.
L-l Jose Martins Domingos C. Pereira
Presiden Anggota Dicektur.
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proklamasi tandingan

Meskipun proklamasi sefihak oleh
Fretilin adalah “'proklamasi kepepet’,
suatu proklamasi yang terpaksa harus
dilakukan untuk menolong situasi
yang sudah kepepet, tetapi proklamasi
itu bisa sajz mempersulit kedudukan
perjuangan gabungan Apodeti, UDT,
Kota dan Trabalista diforum politik di-
plomatik internasional. Sebab pro-
klamasi tersebut sebenarnya telah jauh
sebelumnya direncanakan. Oleh karena
itv. untuk meng-counter proklamasi
telsebut, gerakan gabungan Apodeti,
UDT, Kota dan Trabalista menjawab
tantangan itu dengan suatu proklamasi
tandingan, yaitu suatu pemnyataan
penggabungan kepada Indonesia. Per-
nyataan yang sudah dinyatakan pada
tangga! 29 Nopember ir:, esok harinya
tanggal 30 Nopember 1975 ditanda-
tangani di Balibo. Naskah asli pro-
klamasi berbahasa Inggris dengan ter-
jemahannya dalam bahasa Indonesia
adalah sbb:

PROKLAMASI INTEGRASI

Pada hari ini tanggal 30 Nopember
1975 di kota Balibo partai-partai Apo-
deti, UDT, KOTA dan Trabalista d;
Timor Portugis memproklamasikan wi-
layah Timor Portugis itu sebagai baha-
gian dari Indonesia dan tidak menga-
kui proklamasi sepihak kemerdekaan
wilayah itu oleh Fretilin,

Isi lengkap proklamasi itu dalam
bahasa Portugis kami buat berikut ter-
jemahannya yang dibuat sebagai beri-
kut:

PROKLAMASI

Kami rakyar Timor Portugis dan da-
erah-daerah bawahannya dulum hat ini
diwgkili oleh Apoderi {Associacay Po
pular Democratica de Timar), UDT
{Uniae Democratica de Timor, (KOTA
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ARG | A T e

g (Klibur Oan Timor Aswain) dan partai

7 setelah mengudakan analisa
:’;Ts?;: r:un yesali proklamasi .repa‘hak‘
Fretilin yang d:‘!uangkm: men}«.::d;
wprokiamasi Kemerdekaan = atas “f"”"'

k Timor Portugis, sedangkan sikap

'- demikian nampaknya disetufui peme-

rintgh Porlugal dan hasil dari fakta ini
sama sekali bertentangan dengan ke-
pentingan rakyat Timor FPortugis.

" Menganggap bahwa ko:rd:'si-kondiu:
untuk penentuan nasib sendiri d."."
rakyat Timor Portugis dengan memilih
suarq rakyat tidak dapat dilaksanakan.

Memperiimbangkan kenyataan _bah-
wa pelbagal inisiatip telah diperlihar-
kan sebagai bukti unfuk mencapai ha-
#if meyakinkan politik secara adil dan
damai atas wilavah Timor tenitama:

—~ Pertemuan Macav dimana Fretlin
dengan kehendak sendiri tidak mau
hadir walaupun FPemerintah Por-
tugal sudah mengundang wakil-
wakilnya untuk hadir.

— Kesediaan Pemerintah  Australia
yang memberi kemungkinan uniuk
suatu dialog dalam hubungan de-
ngan maseigh Timor Timur di wi-
Liyahnya sendiri,

= Pertemuagn Romg yang dilakukan
aniara Menteri Luagr Negeri Portugal
dan Indonesia dengan kesimpulan
terakhir adalah keputusan Memo-
randum saling pengertion antary ke-
dua negara,

-~ Usaha-usgha yang difalankan oleh
pemerintah Indonesia dengan me-
ngirim Menteri Luar Negeri Adam
Malik ke daerak perbatasan dengan
meksud untuk menfeliskan sema-
ngat Pertemuan Roma.

Menyimpulkan bahwa Fretilin de-
ngan sengaja telah melanggar semua

wiaha yang disebuthan diatas.

Ditambah fakta bahwae Fretilin te-
lah mengambil sikap-sikap yang tidak
sehat yaitu secara komit mencegah
rakyat Timor Portugis untuk menyata-
kan aspirasi-aspirasinya yang syah.

Melihat situasi yang diciptakan oleh
Fretifin ketika menyatakan tecara se-
pihak Kemerdekaan Timor Portugis
benar-benar menghilangkan segala ke-
mungkinan penyelesaian secara damai
atas maseioh ini sexuai dengan kehen-
duk rakyat.

Mermsa bahwae karena tindakan ka-
um kolonialis Portugal dan Belanda
yang hampir selama 500 tehun memi-
sahkan hubungan daerah, hubungan
persaudaraan dan ethnis moral dan ke-
budeyaan dengan rakyat Indonesis
dari Pulau Timor.

Melihat bahwa sadt ini harus diang-
gap sebagai kesempatan yang baik un-
tuk membangun kembali ikatan-ikatan
tradisioni! yang kuat dengan Bangia
Indonetia,

Atas nama Allah Yang Maha Kuasa
dan berdasarkan alasan-alasan yeng di-
kemukakan tedi kami dengan khikmat
menyatakan integrasi dari seluruh wi-
layah bekas koloni Portugis di Timor
dengan bangsa Indonesitdan prokls-
masi ini merupgkan pernyataan paling
tinggi dari perasagn-perasaan rakyas
Timor Portugis,

Sesugl dengan isi Proklamasi Inte-
grasi ini, Pemerintah dan rakyat Indo-
nesia diminta untuk mengambit lang-
kah-langkah yang pertu gunajyunpuk
melindungi kehidupan rakyat yany se-
karang merasa dirinya sebagai bagian
dari rakyat Indonesia yang sedang hi-
dup dibawah terror dan prakeek-
praktek facist dari Fretilin yang di-
restui oleh Pemerintah Portugal
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Dikeluarkan, di Balibo, 30 Nop. {975,

Atar nama APODETI
Guiltherme Maria Goncalves
Anggota Presidium
Alexandrino Borromeu
Anggota Prepidium

atas nama KOTA

Jose Marting

Presiden

atar name UDT .
Fransisco Xavier Lopes da Cruz
Presiden

Domingos de Oliveira
Sekretaris Jendra!

atas nama partai TRAHALISTA

Domingos C, Pereira
Anggota Direktur,

TERHADAP kehadiran dua pro-
klamasi, pertama "proklamasi kemer.
dekaan™ dari Fretilin 28 Nopembet
1975, dan kedua “proklamasi peng.
gabungan kepada Indonesia™ oleh -
bungan 4 partai pada tanggal 3¢ N,
pember 1975, Presiden Portugal Coge,
Gomez tanggal 30 Nopember itu pula
telah mengeluarkan pernyataan resmi
yang disiarkan dari Lisabon, bahw,

‘Portugal tetap sebagai penguasa y

sysh terhadap wilaysh Timor Timuy,
Oleh karena itu, demikian pernyatian
tersebut, Portugal tidak dapat mene
rima proklamasi sefthak oleh Fretilin
yang mengumumkan kemerdekaan wi.
layah Timor Timur, dan tidak puls
bisa menerima pernyatzan empat par-

:tai lainnya yg ingin menggabungkan

diri dengan negara ketiga (Indonesia
-Red). .

Sesaat menanti pembicarcan mcngénai 'periymumn naskah Proklamesi 30 No-
pember 1975 di Balibo. Nampak dalom gambar Lopet da Cruz (paling kiri)
sedang bercakap-cakop dengan Jose Martins (KOTA).
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PROKLAMASI INTEGRASI

Kami, rakyat Timor Portugis, yung diwakili olch APODET] - Associa-
cao Popular Democratice de Timor, UDT — Uniao Democratica de Timor,
KOTA — KLIBUR QAN TIMUR ASWAIN dan PARTIDO TRABALHISTA,
setelal mempertimbangkan dengan saksama aksi sepihuk Fretilin yang ter-
wujud melalui “proklamasi kemerdekaan™ mengenai wilayah Timor Por-
tugis, yang dinyatakan disetujui oleh pemerintah Portugis. kenyataan sema-
cam itu bertentangan dengan keinginan nyata dad rakyat Timor Portugis.

Menimbang, bahwa persyaratan untuk menentukan nasib sendiri se-
cara bebas dari rakyat Timor Portugis tidak sesuai dengan tindakan ter-
sebut,

Mengingat kenyataan, bahwa beberapa inisiatip telah ditempuh untuk
memperoleh penyelesaian politik secara damai dalam masalah Timor, ter-
utama :

—  Pertemuan Makkao, dimana dengan sengaja Fretilin tidak hadir walau-
pun Pemerintah Portugis mengundang wakil mereka.

—  Kesediaan Pemerintah Australia untuk mengusahakan keadaan yang
memungkinkan bagi pembicaraan tentang masalah Timor di wila-
yvahnya,

—  Pertemuan Roma untuk saling konsultasi antara para Menteri-menteri
Luar Negeri Portugis dan Indonesia, yang telah menghasilkan Memo-
randum saling pengertian di antara kedua negara.

—  Usaha vang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan kedatangan
Menlu Adam Malik ke daerah perbatasan untuk menyvampaikan sema-
neat Pertemuan Roma,

Akibatnya tercapailah kesimpulan, bahwa Fretilin dengan sengaja ti-
dak mau tahu semua usaha-usaha tersebut;

Tambahan lagi Fretilin telah mempertunjukkan sikap salah, bahwa de-
ngan tindakan kriminalitasnya telah menghalangi rakyat Timor Portugis un-
" tuk menyatakan kehendak berdasarkan hukum yang syah;

Mengingat situasi yang disebabkan oleh Fretilin dengan pernyataan se-
pihak kemerdekaan Timor Portugis telah menggagalkan segala kemungkinan
ke arah pemecahan damai seperti yang diingini oleh rakyat;

Merasakan, bahwa aksi kolonialis Portugis dan Belanda yang selama
hampir 500 tahun telah memisahkan hubungan darah, ikatan moral bangsa
dan kebudayaan antara Bangsa Indonesia dan Timor Portugis;
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Mengingat, bahwa saat ini adalah kesempatan yang paling baik me-
nyambungkan secara kokoh hubungan tradisi dengan Bangsa Indonesia;

Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan alasan-alasan diatas,
kami dengan khidmat menyatakan penyatuan seluruh wilayah bekas koloni
Portugis di Timor dengan Negara Indonesia; proklamasi ini adalah pernyata-
an paling sungguh dari keinginan rakyat Timor Portugis.

Berhubung dengan isi dari Proklamasi Pemyataan ini, Pemerintah
Indonesia dan rakyat Indonesia diminta untuk mengambil jangkah-langkah
yang perlu untuk melindungi kehidupan rakyat yang kini merupakan bagian
Bangsa Indonesia, yang berada dibawah terror dan faskis yang dilakukan

oleh Fretilin dan direstui oleh Portugis.

Atas nama APODETI
ttd.

Guilherme Maria Goncalves
Anggota Presidium

ttd.

Alexandrino Borromeu
Anggota Presidium

Atas nama KOTA
ttd.

Jose Martins
Presiden

Balibo, 30 Nopember 1975.

Atasnama UDT
ttd.

Francisco X, Lopes da Cruz
Presiden

1d.

Domingus de Aliveira
Sekretaris Jenderal

Atas nama PARTIDO
TRABALHISTA
ttd.

Domingus C. Pereira
Anggota Direktur

L]
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PROKLAMASI

1. Sesuai dengan kebulatan tekad rakyat Timor Timur untuk menentu-
kan nasib sendiri sebagaimana telah diikrarkan di dalam Proklamasi
tanggal 30 Nopember 1975 oleh Partai-partai APODETI, UDT, KOTA
dan TRABALHISTA,

2. Dengan telah dibebaskannya ibukota Timor Timur, Dili dan hampir
seluruh wilayalr Timor Timur dari pengaruh dan kekejaman gerom-
bolan teroris oleh gerakan rakyat Timor Timur yang dipimpin oleh
Partai-partai APODETI, UDT, KOTA dan TRABALHISTA,

3. Tegadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Timor Timur adalah ke-
nyataan yang membuktikan akan ketidak-mampuan dan tidak bertang-
gung-jawabnya pemerintah Portugal,

Maka dengan ini atas nama rakyat Timor Timur menvatakan berdiri-
nya Pemerintah Sementara Daerah Timor Timur untuk menjamin terse-
lenggaranya, tertib pemerintahan, tertib administrasi, tertib hukum dan
keamanan sehingga kehidupan normal daripada rakyat Timor Timur dapat
dipulihkan.

Dili, 17 Desember 1975,

Atas nama Rakvat Timor Timur
Pemerintah Sementara :

1. Presiden APODETI :
Arnaldo dos Reis Araujo

2. Presiden UD.T.:
Francisco Xavier Lopes da Cruz
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KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : VI/MPR/1978
TENTANG

PENGUKUHAN PENYATUAN WILAYAH TEMOR TIMUR
KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo
tanggal 30 Nopember 1975 dalam rangka dekoloni-
sasi wilayah bekas koloni Portugis di Timor Timur,
telah menyatakan kehendaknya untuk menyatukan
Timor Timur ke dalam Negara Kesatuaa Republik
Indonesia;

bahwa Petisi Rakyat dan Pemerintah Sementara
Timor Timur di Dilli ianggal 31 Mei 1976 telah di-
sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia
di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1976:

bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialsh hak se-
gala bangsa dan olch sebab itu, maka penjajahan di
atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan, scbagai-
mana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1943;




Lampiran, II, 2,

d. bahwa oleh sebab itu kehendak Rakyat Timor Timur
untuk membebasken diri dari penjajahan Portugis
dan untuk menyatukan wilayah Timor Timur ke
dalam Negara Kesatuan Republik [ndonesia mem-
peroleh simpati dan dukungan dari Rakyat dan Pe-
merintah Indonesia;

¢. bahwa untuk mengetzhui kenyatzan-kenyatzan yang
sebenarnya di Timor Timur, pemerintah Republik
Indonesia telah mengirim delegasi ke Timor Timur
nada tanggal 22 Juni 1976, vang terdiri dari unsur-
unsur Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Repu-
biik Indonesia dan Qrganisasi-organisasi masyarakat;

f. bahwa hasil-hasil yang diperoleh delegasi tersebut
pada huruf ¢ telah cukup memberikan keyakinan
bahwa Rakyat Timor Timur benar-benar secara
bebas mempunyai kehendak yang kuat untuk me-
nyatukan wilavah Tinior Timur ke dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pembukaan, pasal 1 dan pasal 18 Undang-Undang
Dasar 1945;

2. Keputusan-keputusan MPR-RI No: 1/MPR/1977,

No : 3/MPR/1977, No : 4/MPR/1977, No : 1/MPR/
1978 dan No: 2/MPR/1978;

3. Kctetapan MPR-RI No: I/MPR/1973 dihubungkan
P dengan Keputusan MPR-RI No: 2/MPR/1977.

Memperhatikan :

—

Bahwa Pemerintah dan Rakyat Indoncsia telah me-
nerime rmenztuan wilayah Timor Timur ke dalam
Negara Kesastuan Republik Indonesia yang telah di-
undangkan dengan Undang-undang No : 7 tahun 1976
pada tanggal 17 Jult 1976;

2. Permusyawaratan dalzm Sidang Umum Majelis Per-.
musyawaratan Rakyat bulan Maret 1978 yang mem-%
bahas Rancangan Ketetapan tentang Pengukulnn‘
Penyatuan Wilayah Timor Timur Ke Dalam Neglljiér'

Y
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Kesatuan Republik Indonesia yang telah dipersiap-
kan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan
Rakyat;

Gl

Putusan Rapat Paripurna ke-3 tanggal 21-22 Maret
1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
bulan Maret 1978.

MEMUTUSKAN:

Mcaetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAK-
YAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGLU-
KUHAN PENYATUAN WILAYAH TIMOR TiIMUR KE
DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDO-
NESIA.
Mengukuhkan penyatuan wilayah Timor Timur yang terjadi pada
tanggal 17 Juli 1976 ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonssia.
Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 22 Marct 1978.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,
ttd.

(ADAM MALIK)

WAKIL KETUA WAKIL KETUA
ttd. fid.
{(MASHUR!, 5.H.) (K. H. MASIKUR)
WAKIL KETUA WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
ttd. ttd. ttd.

(R. KARTIDJO) (H. ACHMAD LAMO) (Mh. ISNAENI}
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1976

TENTANG
PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR
KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT 1
TIMOR TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa delegasi Rakyat dan Pemerintah Sementara Ti-
mor Timur telah mengajukan kepada Pemerintah Re-
publix Indonesia, vang menyetakan kehendaknya se-
cara resmi untuk menyatukan Timor Timur ke dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia,

b. bahwa berdasarkan peninjauan vang telah dilakukan
oleh Detegasi Pemerintah Republik Indonesia di wila-
vali Timor Timur. tclah diperoleh keyakinan bahwa
Rakvat Timor Timur benar-benar mempunyat kehen-
dak vang kuat dan bebas untuk menvatukan Timor
Timur ke dalam Neeara Kesatuan Republik Indonesia;

<. hahwa kehendak rakvat dan Pemerintah Sementara

Timor Timur tersebut dalam hurul a telah diterima

oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia dan karena itu

‘ perlu ditetapkan Undang-undang yang mengesahkan

_ penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan

| Republik [ndonesia dan yang membentuk Propinsi
Daerah Tingkat | Timor Timur;
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‘Mengingat : 1. Pasal | ayvat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara;

3. Undang-undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Ta-
hun 1974 Nomor 38, Tambahan lLembaran Negara
Nomor 3037});

Dengan persetijuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Meneiapran : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PE-
NYATUAN TIMOR TIMUR KE DALAM NEGARA KE-
SATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBEN-
TUKAN PRQOPONSI DAERAH TINGKAT I TIMOR

TIMUR
Pasal 1.
Mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pasal 2.

Membentuk Propinsi Daerah Tingkat [ Timor Timur yang wilayahnya me-
liputi wilavah bekas koloni Portugis di Timor.

Pasal 3.
Hal-hal yang beghubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam
Pasal 2 diatur lebih tanjut dengan poraturan perundang-undangan tersendiri,
dengan memperhatikan keadazn dan perkembangan di wilayah Timor
Timur.

Pasal 4.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-
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dangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
Pada tanggat 17 Juli 1976.
PRESIDE.N REPUBLIK INDONESIA,
td.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta,
pada fanggal t7 Juli 137 0.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1976,
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PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1976

TENTANG
PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR
KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
TIMOR TIMUR

UMUM.

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD
1945) menegaskan dalam pembukaannya, “bahwa sesungguhnya ke-
merdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penja-
jahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan”. Qleh karena itu kehendak Rakyat Ti-
mor Timur untuk membebaskan diri dar penjajahan Portugis memper-
oleh simpati dan dukungan dari Pemerintah dan Rakyat Indonesia.

2.  Dalam rangka dekolonisasi wilayvah bebas koloni Portugis di Timor itu,
Rakyat Timor Timur telah menyatakan kehendaknya untuk menyatu-
kan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal
ini dinvatakan dengan tegas baik dalam Proklamasi Rakyat Timor Ti-
mur di Balibo tanggal 30 Nopember 1975 maupun dalam Petisi Rak-
yal dan Pemerintah Sementara Timor Timur di Dili. tanggal 31 Me:
1976 vang telah disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia
di Jakarta tanggal 7 Juni 19706,

Untuk menyaksikan serta memperolkeli gambaran secara langsung ten-
tang kenvataan-kenvataan yang sebenarnya di wilayah Timor Timur,
maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengirim Delegasi ke Ti-
mor Timur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/IN/1976,
tanggal 22 Juni 1970 yang terdin dari unsur-unsur Pemerintah, Dewan
Perwakilhn Rakyat Republik Indonesia dan unsur organisasi masyara-
kat, Hasil peninjauan itu telah memberi keyakinan kepada Pemerintah
dan Rakyat Indonesia, bahwa Rakyat Timor Timur benar-benar mem-
punyai kehendak yang kuat dan yang dinyatakan secara bebas untuk
menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indo-
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1ad

0.

nesia. Sudah sepantasnyalah apabila kehendak Rakyat Timor Fimur
tersebut diterima oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia, sehingga
oleh karenanya Presiden Republik Indonesia telah menyetujui dan me-
nerimanva vang didasarkan atas rasa tzngaungawab terhadap dasar-
dasar dan cita-cita kemerdekzan, serta tanggungjawab terhadap hati
nurani Rakvat dan Bangsa Indonesia, yang Kesemuanya itu didasarkan
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

Untuk memenubi ketentuan-ketentuan liukum yang berlaku Ji Negara
Republik Indonesia, maka dipandang perlu uniuk mengesahikan penya-
tuan Timor Timur ke dalam Negara hesatuan Republik Indonesia, agar
supava penyatuan tersebut menjadi sai menurut hukum dan dapat di-
pertanggung-jawabkan.

Dengan penyatuan Tunor Tumur Ke Jdalam Negara Kesatuan Republix
Indonesia, maka dengan sendirinya wilayah Timor Timur menjadi wi-
layah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rakyat Timor Tiniur mei-
jadi Rakyat dan Warganegara Republik Indenesia, dan semua peratur-
an perundang-undangan Republix Indanesia bertaku juga bagi wilavah
Timor Timur.

Sebagai tindak lanjut dan penyatuan Timor Tinur ke dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia, maka dibentuk Propinsi Daerah Tingkat
1 Timor Timur vang wilavabnya meliputi. bekas koloni Portugis Ji
Timor.

Pembentukan Propinsi. Daerah Tingkat 1 Timor Tunur adalal: sesual
dengan sistim  tatanegara dan tatz pemerintahan Negara Repubhk
Indonesia vang berbentuk kesatuan. D samping it pembentuhan Pro-
pinsi Daerah Tingkat | Timor Timur berarti memberikan olonuiii ke
padanya sesuai dengan poraturati-peraturan pertintanz-undaizan yang
berfaku, swna hainya dengan Progemai Dacrai Tingkat Ddiba nast o
gian lain daa witavah Repubhik Indonesa,

Namun demikian, perlu kiranye disadarn. babwa selbelum peitsatuarn-
nva dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tanor Timur sl
ini telah mempunyai sejarah dan pertumbuban yang berlanan dengan
wilayah-wilayah lain dalam lingkungan Republik Indonesia. Keadsan
masyvarakatnya, sistim hukumnya, sistim pemenntahannya. skt
perekpnomiannya, sistin pendidikannya, serta sistim pertabanan dan
keamanannya mempunyar latar belakang, sitat. dan perkembangus
vang berlainan, sehingga pertu diatur secara Khusus. Hal-lial tersebut
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memeriukan penyesuaian dengan Keadaan-keadaan di Republik Indo-
nesia. Usaha penvesuaian ini harus dilaksanakan denzan penun kebi-
jaksanaan. namun harus puia terlaksana dalam wuktu vang tduk ter-
falu fama,

PASAL DEMIEPASAL

Pasal |.
Cukup jelas.

Pasal 2.
Cukuyp jelas,

Pasal 3.

Mengenai peiaksanaaen lad-hal yang berhubunean dengan pembeiniukan
Propinsi Daerah Tingkat 1 Timor Timur, perlu diatur il lanjut de-
ngan memperhatinan headaan dan perhemi aigan varg khusus i wila
vah Tunor Temur.

Sambil MenungEu peRyesuaian-penyesualan lebilhv lamut, maka apu-
ratur-aparatec pemerintaban vang sekarang ada menjalankan pamerin-
tahian Propinsi Dazrah Tmgkat [ Timor Tymur Jdun Kepala Pemenntah
Sementara Timor Timur menjadi Guberrur Kepala Daerab Timor
Timur Deptikinn juga badan-badan Perwakilun Rakvat vang ada di
Timor Timur menjadi Dewan-Dowan Perwukilan Rakvat Daerah.

Pasal 4.
Cukup jelas.

TAMB VAN [EMBARAN NFGARA REPUBLIN INDONESIA NOMOR
208 TANUN 197
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MAJELIS PERAMUS YAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

| KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/1999
TENTANG

PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAK YAT REPUBLIK INDONESIA.

Menimbany - a. bhahwaberdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia
dan Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur
vany ditandastangani pada tangpal 5 Mei 1999 di New York
di bawah naungan Sekrelaris Jenderal Perserikatan Bangsa
Bangsa. telah dilaksanakan penentuan pendapal di1 Timor
Timur pada tanggal 30 Agustus 1999:

Y. bahwa hasil pencrtuan pendapat sebagaimana disebutkan
pada bulir a di atas menunjukkan bahwa mayoritas warya
Fimor Timur »ang memiliki hak pifib menolak tawaran
otonomi khusus di dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesta:

¢. bahwa penolakan sebagannana disebut pada butir & di alas
berarti adanya perubahan sikap scbagian besar rakyat Fimor
Timur ierhadap Deklarasi Balibo 1anggal 30 November
1975 yang menvitakan bahwa rakyat Timor Timur
menyatakan kehendaknya untuk menyaiukan Timor imur
ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. bahwa atas dasar Dcklarasi Balibo tersebut, Majehs
Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia telah
mengeluarkan Keletapan Nomor VI/MPR/1978 tentang
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Mengingat
Memperhatikan

Menelapkan

Pengukuhan Penyatear Wilavah Thanor Timur ke dalam
Negara Kesatuan Repubis Indonesia;

baliwa Ketetapan MPR SN omor VIANPRITOTS wersehat ndak
sesuat lagi dengan kenyatzan bera sehagaimana discoutkan
padiy butir a, butir b, butis o Jdan butir ¢ duatas,

bahwa Majelis Permusy awaratan Raxyal menghargat hasid
penentuan pendapat ¢ Timor Tunur dengan tidak
mengesampingkan kenyaiamn bhwa Porseiuiuan New York
telah dilakukan oleh Pereratish Tinpe maminta perseivuan
Dewan Perwakilan Rakyvat,

hahwa Majelis Permusyanaratan Rakvat tidaklah menutup
mata terhadap segala akinat yang dinimbulkan cleh hawul
pencnivan pendapat cebmuaimara diselut pads butic a
di atas. khususnya terfu
letap selia kepada Negare Kesatuan Republih Indonesis,

p owarge bimor Timar yang

bahwa oleh karena it Majelis Porminssaswaratan Rakyvit
} g h
perlu mengambil langhat-fangkah konstitusional,

Pasal | dan Pasal 2 Undang-tndang Dasur (945

1

Pemandangan umum frabsi-traksy Mogeles Permusya-
waratan Rakyal lerhadap pidato pertangeungiawaban
Presiden pada Rapat Paripurna ke-9 Stdang Umum Majelts
Permusyawaratan Rakyal yang beehaitan dengan hebijakan
Pemerintah mengena: masalab Limor Lunuor

Masukan dari berbagar pihak, baik dacralangan Premeriniah

MaUpUN CTEANESASE-Or il sk AT di emhiasd

dornswaren Dasor Trmur cendirt.

swadaya masyarakat. vai

MEMUTUSKADN

KE T TAPAN MAIJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN
PENDAPAT DI TIMOR FivE Y

frasal

Majelis Permusyawaraian Rakyat Republik Indonesia miengdin hasil

petaksanaan penentuan pendapal vang disvlenyy

cakatn i Fimer Thnur wangead an

Agustus 1999 ofeh Perserikatan Bangsa Bargsa sesudt dencen Peisciupuan antare
Republik Indanesia denwan Republik Portugat mengena Ml banos HETHITN
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Pasal 2

Menyatakan Ketetapan No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan
Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indenesia tidak berlaku
lagi.

Pasal 3

Pernyataan tidak berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyal
Republik Indonesia Nomor VI/MPR/I 978 scbagaimana discbutkan dalam Pasal 2
Ketetapan ini tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk
penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah
selama kurun waktu bersatunya Wilayah Timor Timur ke dalam Wilavah Nepara
K esatuan Republik Indonesia. menurut hukum nasional Indenesi.

Pasal 4

Pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal | Ketetapan ini tidak mengurangi hak-hak rakyat Timor Timur ¥ang tetap
setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang dijamin oleh hukum
internasional.

Pasal 5

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk :

(1) bersama Badan-badan internasional mengambil langkah-tangkah nyata untuk
memberikan perlindungan terhadap warga Timor Tunur sebagai akibat yang
umbul dari pela'ksanaan penentuan pendapat scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Ketetapan ini; 3

(2} mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan denzan status
kewargancgaraan warga Timot Tunur yang tetap sctia kepada Nepara Kesatuan
Republik Indonesia, beserta segala hak yang melekal pada status 1t

(3) bersama Dewan Perwakilan Rakyvat Republik Indonesia mengambil langkai-
langkah konstitusional berkenaan dengan Undang-undang Nomor 7 I'shun 1976 ¢
tentang Pengesahan Penyawan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Pembentukan Propins: Davcrah Tinghat T Nimor Tamur
sebagai tindak lanjut pefaksanaan persetujuan New Yok 3 Mei 1999,

Pasal 6

Sepala hal yang berkaitan dengan akibat pengakuan terhadap hasil penentuan
pendapat di Timor Timur scbagaimana dimnaksud dalam Pasai | Ketetapan int diatur
febih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yany,
berlaku. )
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Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangeal 19 Gkiober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,
’//_7’77@ \,@\—_

Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A,

WAKILKETUA,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

/—-W& WAKIL KETWJA,
N =, ‘Nr’ﬁ

H. Matori Abdul Djalit Drs. H.M, Husnie Thamrin

KIL KETUA, . WAKIL KETUA,

Hari Sabarne, S.IP.,

BLAL, MM Prof. r. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAK]L !&L‘lﬂ;‘.{\.

\_y

Drs. H.A. Nazri Adlani
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1.
AGREEMENT BETWEEN

Tt GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONEDIA

AND
THE GOVERNMINT OF THE COV’I&LO\‘VJ::ALTH OF AU .85 s
FbTA AING CERTAIN SEABED EOUNDARIED

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NDCOMNESIA /11
GCOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH CF AUSTRALLA

of [ricndshin balv.

Desiring lo sirensiiisn the honds
= -t

countries; and

Desiring particularly to cooperate in delimiting by asrazinan.
boundaries of certain areas of seabed in waich the two couniries rac.
pectively exzrcise soverelign rignts for tha exploration and axsloin i

<51
of the natural resources,

HaVE AGEEED AS ¥OLLCWYS:

ARTICLE 1

In the Arafura Sea eastwards of Longitude 123
between the area of geabed that is adjacent to an
”knubhc of Indonesia and the area that is aujacth to and apperaiig
to the Commonwezlth of Australia shall be the st
c*la*t ‘A’ annexed to this A¢reement, commencingat the point of 1_
9 527 Sputh, Longimde 1‘100 29" East (Poirt Al), and thence conals
the points specified hereunder in the sequence so snecified:

G o,

ertainc o 1"..';

oo oher o

gnl

A2, The p of Latitude 10 24’ South, Lungitude 139 <£yf

A3,  The point of Latitude 10° 50’ South, Longitada 339° 1% -~
A4. The point of Latitude 100 247 South, Longitude 158° 28" Fac
A5, The point of Latitude 100 22! South, Longitude 131'3‘o 357 Ao
A6. The point of Latitude 10° 0%’ South, Longitude 138° 13 Zact
A7. The point of Latitude 9° 57* South, Longitude 137° 45> Eect
A8. The point of Latitude 9 08’ South, Longitude 135° 29’ Zast
AS. The point of Latitude S° 17’ South, Longitude 135° 13’ East
Al0. The point of Latitude 9° 22 South, Longitude 135 03’ Eest
All. “The point of Latitude 9° 25° South, Longitude 134> 50° East
A12. The point of Latitude 8° 53' Sputh, Longitude 133° 28" Zest



lampiran, 1V, 2.

ARTICLE I

The two Governments have not providad in this Agreanizil oo
delimitation of the respeclive aveas of adjacent seabed wracoii -
Longitude 133°% 23 East, and have left this question for din~unri-
further talks to b2 held at 2 mutuzlly conveunient date.

ARTICLE 3

1. O the southern coastof Irian (the isiand of New Guirnzal,

of Longitudz lii{)O 49" 20" East, the boundary betwesn he arsa ol ¢
thatis adjacenttoand appertzins to the Republic of Indonesia auc 2he o
that is adjac=nt to and appertains to the Territory of Pafuv:: shoft DL
straignt line shown on chaz t ‘A’ annexed io this Agrecment, connl:)
the point of Latitude 9% 24* 30'* South, Longitude 140° 437 30" B sl
(Point B1) with the point of Latitude 3% 527 South, Longitude 3457 7~

ast (Poiht Al).

2. The two Governmenis have not provided in this Asreemeni iw Lo
dra w;ng of a boundary line between the point Bl referred to in paws:
1 of this Article and the point at which the land bounc:ry benwoer =
Irian and the Territory of Papua mesats the southern coast or Iriz: [
istand of New Guinea), and have leit this guastion for further digmuc- '~
ac and when agreed,

ARTICLE 4

1. fithe northerncoastof Irian (the island of New Guincea), tes Do

; - :
belweenthe area ol seabedthatisadjacentioand appertains o the Pouh o
of Indonesia and the area that is adiacent to and eppertaing tn tha 7 -

Territory of New Guinea shall lic along the straight line shown on 2 aiy
‘D’ annexed to this Agreemeni, connecting the poini at which the oo -
boundary between West Irian anc the Trust Territory meets the norithern
coast of Iriar (the island of New Cuinega} (Point C1) with the poini </
Latitude 2(_) 08* 30" South, Longitude 1419 017 20" East (Point ©2),
If any lines are drawn extending this line northward, they shall be .z
on the same principle, that is to say the principle of equidistcu:e,

2. The lines referred to in paragraph 1 of this Article are to be talen
as indicating the directionin which the lateral boundary of the respeci:z:
areas of seabed is agreed to lie.

3. This Article shall notinany way affectany agreement that may cus-
sequently be made between the two Governments delimiting th2 leizial
boundary of the territorial sea as between the Republic of Indoneciz 1.3
the Trust Territory-of New Guinea.

.

“I
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For the mirrose i this Ai?-‘"v-ee1 aznt, "seahid ira 0
thereof, excant whora the cuntext otherwiss resviz .
' ARTICLE & \\,
/
1. 1112 co-ordinn’es of the poinls soeciileiimATiigian L = !
A+ awaat Lo geetaphingl co-ordinalos, ~nd the aciual 1270

points and of the lines joining them shall be determined by & ~7 .03

be acsend uron by the compeh af suthorilies of tas foo :
9. Fov the nurcosc of paragrsphloiinis Ariigic sl uo o0 o Lo
ities in ralation to the republic of Indoneci~ shal: oo FORCRRP T ¢3S
Co-ordinating Body for Natiomal Survey and MepnivT S
E\:OOI‘dir‘.SSi Survey Dan Pemetacn Nasionzl) and oay Doiasa Cl

vis auihority, and in relation io ne nmmonweanlih of Aull UL 3T
ba the Director of Naticral Mapping and ony pPe¥sen oo o :
authority,

SOTICLE 7
I{ any single secumulation 5 guic hydronarionl © 5

or if any other mineral deposit bene ath th2 seaczd, o 2

any of the linas thal are speciiied in Articles 1, 3 andd of thin £ nin
and the part of such accurnulation or deposit that is simatej on Snt o

55 EBo

of the line is recoverable in fluia form wholly or in part from 7 G

side of the line, the two Governments will seals {o rzanh ¢ o

the manner in nr.-ch the agoumula

=

ively exploited and un the equitable £-
such explmmt,o. i

Any dispute ketween the Wwo Governmeants orinaa] ¢

pretation or implementution of this Agreement shri? b 7o
fully by consuliation or negotiation,

nTICLE

0

This Agresment is subject to ratification in ::cccr:ia‘.:c
consititutional requirements of each country, and shall =%
on the day on which the Instruments of Ratification &ra erchangsd.

IN ‘WITNESS WHEREOF the undersigned, being culy ghorised 1y
their respective Governments, have signed this Agreement.

ﬂ
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PERSETUDJUAN ANTLGA

g

EMERINTAHY REPURLIK INDON™CSI:
DAN

PEMERINTAH COMMONWEALTH AUST A 1

— 1

il A

PENETADPAN BaTAS-BATAT DASAR LAUT 17k W2y

PEMERDN CAH REPUBLIK INDOHESIA
1 TA

MONWEALTIT AUSTRALIA

Rerhasyat untuk memperloaat ikaten  psis neias

batas-batas daerah dasar laut ferierin denghn ou
dimana - kedua- negara masing-masing melaksapakan aal
untuk mengadakan explorasi dan cipicriasi kelajoan aing il

TELAH MENJETUDJUI SEBAGAT BERLIUT:

PASAL 1

Di Laut Arafura sebelah Timur dari Budjur Timur it
batas antera daerah dasar laut jang herbalasan denzan dan €2 .
Republik Indonesia, dan daerah jang berbatasan dengen dan il
Commonwealth Australia, adalah geris-garis

LAY

digambarkan dipefa ‘A jang erx.....nh pada Persestudjus int, Gors o
dari titilx Lintang OSelatan 9 527, bBudjur Timur 173 057 a0

dan selendjutnja. menghubungkan titik-tjtil jang teccoli Aol

dengan urutan sebagai barikut:
49, Titix Lintang Selatan 107247, Budjur Timur 13 %450
A3, Titik Lintang Selatan 10°50’, Budjur Timur 139010
Ad. Titik Lintang Selatan 10°24, Budjur Timur 138%38°
| A5, Titik Lintang Selatan 100227, Budjur Timur 138°35
AG. Titik Lintang Selatan 10009, Budjur Timur 138 12¢
A7. Titik Lintang Selatan 9°57°, Budjur Timur 157°45°
AS. Titik Lintang Selatan 9 08’, Budjur Timur 1350297
AS. TitiK Lintang Selatan 8°177, Budjur Timur 125°19°
A30. Titik Lintang Selatan 9°22!, Budjur Timur 13505’

;—-———'__-_d
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0 . .
A1l1. Titik Lintan- Selatan ¢ 25°, Budjur Timur 134 9?

£12, Titik Lintang Selatan 3753, Budjur Timur 133 23°

PASAT, 2

Kedua Pemerintan dalam Persziudjuan il tidakmernzalurpencis, o
atas dacrgh dasar et ‘vnasmc-n asiy ; jang terletak diszbelan hois’

dam Budjuy Timur 133 23 den merurca gonjelesaian magaiah Ll

untul dibahas dalam pembiijaraan landjutan ]a:w akan diadzken rog
waktu jang akan dise‘udjui oleh kedua belah pihak

1. Didepan pantai c'e.‘la*an pulav Irian (New Guin2d) SeLla. oo,
dari Budjur Timur 140 45*20". batas antara daerah dasar laut ji- -

berbatacan dengan dan terraasuk Republilt Indonesia dan dasran jo
barbataran dengén dan termasuk Irian Timwr bagian Sel-tan {fe !
tory of Papua), adalah garis lurus sesegrimana digambarian ipc.
‘A’ jang t-::‘:la.mp‘iar pada Pirsctedjuan ini, g)ancr menghubungie
Lintang Selatan 9 24’3C*, Budjur Timur 140 49°30" (Titil BI) <o

. Lo} 0
titik Lintang Selatan 9 527, Budjur Tirnur 140 297 (Titik Al).

2. Kedua Pemerintah dalam Persetudjuzn initidak mengaturparosll
garis batas antara titik Bl jang disebutkan pada ajat 1 Pasal ini G2r-
titik dimanz batas wilajal daratzn Izicn Barat dan Iricn Timur boo
Selatan (Territory of Papua) bertemu dergan pantai Selatan Iriap {--
Mew Guinea) dan menunda penjelesaian masalah ini univ’c &%
lebih landjut apabila dan kapan diszbudjui,

DPASAL 4

1. Didepan pantai Utara Irian {(pulau New Cuinea) batas aniars dac .
dasar laut jang berbatasan dengan dan termasuk Republin indones’=
dan daerah jang berbatasan dengan dan termasuk Ivian Timur bLr 7o
Utara (Trust Territory oi New Cuinea), terletak disepandjany g
lurus sebagaimana digambarkan dipeta ‘B’ jang terlampir pada P
SEtlld]uan ini, .garis mana menghubungkan titikperbatasanwilajahdarziz..
Irian Berat dan Irian Timur bagian Utara (Trust Territory) dipsn.-:
Utara Irian (Titik C1) dengan titik Lintang Selatan 2%08° 130", Bud]
Timur 1‘11001’30“ {Titik C2). Djika sesuatu garis ditarik untuk melez:
djutkannja keutara, maka garis-garis tersebut akan ditarik berdzsaz! .
prinsip jang sama, jaitu prinsip sama djauh (equidistance),

2. Garis-garis jang disebutkan pada .ajat 1 Pasal ini harus disziizi.
sebagai pehmdjuk bagi arah jang disetudjui dari batas lateral enis:
daerah dasar laut masing-masing.

e ———— SS—————————————
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3, Pasal i | smna seleli tilak akan mempon_oiudi pzruzis
janz mungkin diadikan kemudian arizra kedua Pemezrinizh ie-
per-tapan batas lateral laut wilzjah antara Republik Iidciznis, o--
Irizn Ticwr bsgian Utara (Trust Torritery of tewr Goines),

1

Ui-"uk makruad Persetusijusn i;:i, delem pc“-*-'e-“‘..iz“?_ ‘.:‘-_'..;'?-.:_ LI

tarmasuk tanah dibawannja, kefjuali
dald lain.

1. Koordinat-keordinat dari &
3 dan 4 Persetudjuan ini, adalah koordinat-kcordinal geogyill
letaX jang sebenarnja dari titik-titik tersebut dan garis-gavic ..o

menghubungkannja akan ditentukandengar suatutjara jangakanCioii. L.

bersama oieh ped]abat peciabat jang berwenang dari }r\,aua Per:

PRile_kILIT. i 34l - e Eev e |
titik-titix jang ditetapkan dalams Boord
‘ -

2. Untuk maksud ajat 1 Pasal ini, pedjabau—pea]abat jan; Laceney
untek Indonesia adalah Ketua Badan Koordinasi Survey dan Zuinnics
\Tas*o*ml termasuk setiap orang jangdikuasakannia, danuntulkc Ao o0
Direclor of National Mapping, termasul: setiap orang janzcike:

PASAT, 7

Apabila terdapat suatu Lumpulan tunggsl dari tjeiran hyao. <00
atau gas -alam, atau apabila terdzpat suatu deposit  mingwes "5 ]
dibawah dasar laut jang melintasi garis-garis tersepcui dalam 72
3 dan 4 DPersetudjuan ini, dan sebagian dari munpulan atas ¢z,
jang terletak disalah sata sisi dari garis tersebul selurunnjn ol
sebagian dapat diambil dalam bentuk tiairan dari sisi lain cari =z i
itu, maka kedua Pemerintah akan berusaha untuk mentjapai posoel
djuan tentang tjara jang paling efektip untuk mengadakan eigpicilzs:
dari kumpulan atau deposit dan tentang pembagian ksunivugen
adil dari exploitasi tersebut.

T e s
KRRl

PASAL 8

Setiap perselisihan antara ‘cedua. Pemerintah jan'-* tir.:"ﬂ'- c_:

damai melalui musjawarah atan perundingan,

m



Aampiran, Iv, 8,

PASAL 2

et i S i . s i
Dercttudiuvan ini alke: disjabllan menurul ksi2nbian i DI S

masiny-masing negara, dan akan bamintie wedn fanaont o ooooi Tl

Piagam Pengesahanuja.

‘J-\?r UL{: \K'T‘\TJAI(.S l‘i}J T‘GX

reelalui wakil-wekil merveka jang it2lan

telah menanda-tangani Persefucjuan ini

DIBUAT DALAM RANDITA™ UL 4 Tk LT
f}'u.u_ 1971 calaia L2z ©olr

UNTUK P":‘I"TLERINTAH
RHPUBL_L\ DONE %e 93808

o B M%@

S S DS

L O - A
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| JOINT STATEMINT

The Minis

ins
1]

z for Foreign Affairs and Trade of Lo liiXl; --
the Minister for Foreign Affairs of thz Republiz o

took ncte o0f the result of

[ng

he NMinth
Officials of Indonesia and Austiralia on the G2limicnti-x E
continental shelf boundaries between the ©Twe Cown:--

in Jakarta on 3-4 September 1983. The two Ministaxs = v " :-

- carefully the recommendation of the IMzeting co onE
.establishment of a Zone of Cooperation in the =rw=s iz --
the Indonesian Province of East Timor and ‘Hortharn - -
{the "Timor Gap") for cooperation in petroienvun S T
and exploitation, and the bas!c principles tc COVeTT

Zone, to be elaborated in a comprehensive AGr2zuizns

recommended Zonre of Cooperation will constisut

g}
m
J}
v
F{
8]
<
[N
Lt
[=h
O
=
o

arrangement pending adgreement on the =]

s

P d
mica’C

e

cn i

parmanent continentsl shelf boundary.

Tha two Ministers hexeby announce theix Goll -

endorsemant of the recommendation of the Meeting and Tox

that approriate steps will be taken =Zfor the opurpc-» --
elabnrating a comprehensive Agreement on the Zon: b
Cooperation. The %fvo Ministers expressed their desire Nzt
such an agreement should be concluded between thz iUs

countries within one year.

The Zone of Cooperation will be delineated in the nozthera
side by a simplified bathymetxic axis line, in the southezn

.side by the 200 nautical mile 1line measured £roa the

“
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[N

Indonesian &archipelagic baselines, and in the ezsizrs 50

ané western side by eqguidistance lines. The astablisnizii %

the Zcne and  its delineation will notg
respective positions of the two Governments on o Sooo--rsn

continentzl shelf delimitation in “he area and will nasov

-

any way be constrved as aflzcti

1ng the resgezeotivo zowvev
rights claimed by c¢3ch side in the Zone of Coopsralticn

The Zone of Cooperation will comprise threz cemponen:

namely Areas &, B and C as in the attache2 =skaich

joint development regime will apcly in Area A and tharza i1
be established a Ministerial Counc end & Joinuv iyl

In Area B thz relevant Australian legal regime will oo L.
and in Axea C the relcvant Indonzsian l=gzl rzol.l R

apply, subject to a regime o sharxing  in tax zoow
applicable in each o©0f the two areas and & preca:
notification and consultation between thz two Govarn.ziig

through the Joint Authority on petroleun =2zpiorziia.

Cevelopmenkt activities.

The tuo Ministers believe that the establishmant o7 Ui
of Cocperation will further strengfhen the reiations o o
the two countries.

Jakarta, Octeber 25, LI3l.

FOR THE GOVERNMEHNT OFE FOR THE GOVERNZENT OF-TNQ
AUST A REPUBLI F/INDCHEEIA

ATOR THE HON. GARETH EVANS Q.C. ALI AL{ATAS
+
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Gambar 2

CONTINENTAL SHELF IN PROFILE

{VERTICAL SCALE EXAGGERATED)
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Gambar 3
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Gambar 5

THE STRAIGHT BASELINE
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Nomor
Lanipiraa
Perthal
Kepuda

Yth.

Tembusan :
L.Rektor Universitas *‘45"

2. Areip.

‘D 084/FH/U=45/VITI1/2001,

: Permitean Rekomendagi

KEPALA BADAN EESATUAN BANGSA PROPINSI SULAWESI SELATAWN
Di
Maknagsar

Dengan hormal,

Sehubungan dengan kegiaten penelitian dan penulisan ilmiah nmishasiswa .
Fakultas Hukum Universitas 457, maka disampailken bahwa mahasiswi.

atas nunac

Namn : Abdul Rasyid.
Nomor Sib @ 4590060002,
Program Studi @ Hlmu [ukum

Bagian ! Hukum Internasional,

Judul Skripsi  : Suksesi Negara Kaltannya Dengan Perjanjian
Internasional (Studi Kasus Pemisahan Timor
pimur Dari Wilayah Indonesia).

Alean melakukan penguayulan data/informast pada:

-

Departemen Luar Negeri di Jakarta,
Kedutoan Besar Australia di Jakarta,
csIS di Jakarta.

Litbang . LIPI di Jakarta,

& omo

Untuk maoksud tersebut, kiranyn miahasiswa bersangkutan dapat diberikan

Rekomendasi penelitian.

Demukian, afog bantuan  dan  kerjasama yang baik, sebelumya dincaplan
terima kasih.




PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

TALAN URIP SUMOITARIO NO. 269 TLP. (04113 453046,444884
MAKASSAR (90231

Nomor : 670/ 56#} -II1/PKB-43, Makassar, =/ Agustus 2001,
Sitat . Iiasa,
Lampiran Kepada,
Perihat . dekomendasi Penelitian. vih EAPAK MENTERI DALAM NEGERI
D]E Up.DT:RJEN BINA KESBANG
Berdasark JAKART A,

an Surat pe-o Fagultas Hukum Universitas "457 Makassar -
J0.D,084/FH/U-45/VIII/2001 tanggal tidak ada,

Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut i bawah ini

Nama : APDUL RASYID

Tempat/Tangal lahir : ¥aros, 05 Juli 18969

Jenis Kelamin : Iaki - lakti

Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" Makassar
Alamat

Dusun Patunapara Desa Baruga Kec,Banti urung Kat

ros.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Sau%ara dalag
rangka penyusunan skripsi dengan, judul : "5y E

phicar, Pr AN TN yrq-écf_%NAsxgwﬁLD(ﬂ%‘UEI KA:’:JTE Ilgin?cI;gaA%AT MOR=T{MD K DAR

Y B . di Ka . L i i
r&ap i Kantor ]‘:itg_ang LI%InJgﬁargg. uar Negeri,Kedubes Australia, CSI
Stlama i
T ( satu ) bulan,

i I .
Pengikut/peserta Tidak ada,

Sehubungan dengan hal tersebuut di atas pada prinsipnya kam dapat menyctujui kegiatan tersebut
Jengan ketenman ¢

I Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiawun kepada yang bersangkutan harus melapor kepada
Bupati‘Walikota, cq. Kepala Kantor / Kepala Badan Kesbang sclempat apabila kegiatan dilaksanakan
di Kabupaten/Kota,

LPenel 1tian ticak menyimpang dari [zin yang diberikan

1o

Mentaati semua Peraturan Perundang-undzngan vang berlaku dan mengindahkan Adat- Istiadat
dacrah setermpat.

nea . Ll
4. Menyeralikan 1 (satu} examplar Copy hasil SKRIPsSI kepada Gubernur
Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan

Demikian untuk mendapatkan perhatian

an, GUBERNUR SULAWES] SELATAN
,“KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
s " ub
EAEBID PERMASALAHAN S

- Dirjen Bina Kesbang Depdagri dan Otoda o ) : 'j " -
- Gubernur Suliwesi Selatan (Sbg, Lap.} di Makassar PP

. Pangdam VII Wirabiana di Makassar gaa‘r; rkg II}U BingNUS
- Kapolda Sulse! di Makassar N ig - 2 010 082 915
.Gub. DKl Jakarta Up.Kadit Sospcl di JxtN. .t P ¢ .
.Dekan Fek. Hukum Univ/"45" l'akassar.

7.5dr. Abdul Rasyid. ;_/

gA rs i g,

TEGIS DAERAH

Tembusan:

S lh de ke —



DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KESATUAN BANGSA
lalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakana Pusat

MENBACA

MENGINGA | S
s

MEMPERHATIKAN

NAMA

ALAMAT

PEKERJIAA

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

{SPP)

NOMOR - /fo. o4 Jleas Div

Sural Kaban Kesbang Sulsel No 070.3677-111 BKB-SS, tanggal 3! Agustus

2000

N

KEBANGSAAN

JUDUL PENELITIAN

BIDANG
DAERALI

LAMA PELENITIAN

KEGIATAN

PENGIKE!

PESERTA

PENAGGUNG JAWALR
KOORDINATOR.

SPONSOR

MAKSUD

TUNTAN

Keputusan Merteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2001, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ; SD.6/2/12, Tanggal 5
Juli 1972,

Keputusan Direktur Jenderal Sosial Polink Nomor © 14 Tahun 1981
tentang Sural Pemberitahuan Penelitian (SPP).

Proposal yang bersangkutan

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- ABDUL RASYID.

- Dusun Batunapara Desa Baruga Kec Bantimurung, Kab Maros,

Mahasiswa,
Indonesia.

Suksest Negara kattannya dengan perjanjian Internasional (studi kasus
pemisahan Timor Timur dari wilavah indonesia).

Hukum
Prop. DK Jakarta (Deplu, Kedubes Autralia, CS1S, L.itbang LIPI).

2 (dua) bulan

ALBERT LOKOLLO | SH “ FADLI ANDI NATSIF, SH

Univ. 45 Makasar

Menvusun skripsi,




KAN MELAKUKAN PENELITIAN, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT -

Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Gubernur
Cq. Kadit Sospol atau Kepala Badan Kesatuan Bangsa setempat dengan menunjukkan Surat
Pemberitahuan ini,

Thdak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul
penelitian dimaksud.

Harus mentaati sesual ketentuan perundang-undangan vang berlaku serta mengindahkan adat
Istiadat setempat

Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakir, sedangkan pelaksanaan
penchitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon.

Surat pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata
pemegang Surat Pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti
tersebut diatas.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal ; .9.5/ September 2001

A n MENTERI DAL AM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL BINA KESATUAN BANGSA

enur KDKI Jakarta,
- Kadit Sospol Prop.

burnur Sulsel
Kaban Kesbhang Prop




PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

JI. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3792871
JAKARTA

NOTA DINAS
NOMOR : «8 +ry ot (7.0

Celiketemn Twa Takapta Turct dan Jakarta Selatan |

Yang terhormat

Ty MHoeela Ventew Gngrol ‘

Dari . Direktorat Sosial Politik
Perihal . Penelitian / Survey ‘
Schubungan dengan suest: ... <o oo av o ra0,02/000/5. 17 |

a1 e terlnp V0 ‘

Nama R o N el I ‘
cra ALLC/05 Fant inurung,.. Maros.

Alamat

Pekerjaan
No. Mahasiswa

Tingkat e i s sos saooo L. VRV ‘
Fakulias oL e R T eea——
Tujuan ALTTANNYA. DENCAN. PERIANTI AN

3TUDT KASUS FEMISAHAN TINMCR
“YYH IMDONESTA)".

e et P T {5 = o I
S T e EnUeT fafie 25, 30 SB0DET. 200 e eeesseens
Peserta o208 528 o JFFRENAY R, ccmaoggnucanmmoocR snac0DaR=bE-agE o EISRNOINGIEc  O ‘
Lokasi -ororianlusat o dan Jakarta . Selatai e

Penanggung Jawab AN .;.‘.....’.aui‘l.@l.‘..!l,..,:.l:.,-/...."“.’i.'-“..l»i...'!ﬂd-i-v--'t'ﬁ-t-ﬂif’ Y.
Sctelah meneliti seperlunya surat permohonan dan berkas lampiran yang disjukan kami tidak
berkeberatan dilakukannya .......2:263 380 e
dimaksud, sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sbb :
I. Setelah selesai melakukan penelitian harap segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur KDKI
Jakarta Cq. Direktorat Sosial Politik
2. Bila sampai ditempat penelitian terlebih dahulu melapor kepada Aparat Pemerintahan setempat,
3 Mematuhi segala peraturan yang berlaku didaerah setempat.
Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian
dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

......... ."q.k;qrl.'ga.r..RE...%pﬁe@bep..a(}@*..m
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
DKI JAKARTA
Tembusan : .
I.  Wagub Bid. Pemerintahan f 2 _
2. Sekwilda DKI Jakarta [Ii‘s\'}_'.'._ﬂ‘p;;"‘




PEMERINTAII KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
KANTOR SOSIAL POLITIK

Jalan Tanah Abang I, Telp. : 3851236

JAKARTA

Nt

L.amipiran

Pendud HIEKOME

302/077.78

""""" - 28 Septamber 2001

Kepudn

NDASE Yih Ka.Bag Tata Pemerintahan

Pusar |

dy
Jakarta

Undang-Unding No.22 Talun 1999 tentang Pemerintaly Dacrsh.
Undang-Undang No 2 Taliun 1999 tcutang I'anai 1olitk.
Undang-Undang No 8 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
Insirekss Gubernur KDKI Jakarta No.333 Tabun 1998 tentang
Penertiban  Spanduk/Kain Rentang, Bendcra Crganisnsi  Sosin)
Polittk dan hgarisas Kemasyarakeatan DK Jakarta,

Peraturan Dacrah No.11 Talun 1998 tentang Kelertiban Umum.
Reputusan  Gubernur  KDKI  Jakarta  No.702/1992 tenlang
Ketentuan Pemasanpan Reklwne dan scjenisnya pada lingkungan
Jalan Protokol tertentu di Wilayak DKI Jakarta,

Suat Edaran Gubernur KDKI Jakarta No.04/SE/;295 tenteng
Penyclenggaraan alat peragn  Organisasi Sosisl Politik dan
Organisasi Kamasvarakatan di DK Jakarta,

Pemberiithuan Watikotamadya Jakarta Pusst No.127/073.554
tentang  Spanduk,  Umbw!-Umbul,  dan sejerusnys tidak
diperkenankan  dipasang i DacralvJalar Jendral Sudirman,
MH Thamrin, Bundaran 111, Menteng Rays, Taman Patung Tani,
N.Gajah Mada, JiHayam Wuruk, JIMedan Merdeka Selatan,
Timur, Uhara dan sckitar Kawasan MONAS.

Nota Dinas Dirat Sospol DKI Jalar:te No.6528/-1.,851..

Membaca
YO tanggal 25 September 2001
Memperhatiknn
MEMBERIKAN REKOMENDASE TIDAK
BERKEBERATAN KEPADA
N a ABDUL RASYID

Penanggung Jawab
Menyelenepn akan

N ~ Timor Timur dari Wilayah Indonesia "
i"’““'““““‘“ . 25 September 2001 s/d” 25 Desember 2001
'I‘z:::;mt ;Departemen Luar Negeri dan CSIS

Dengan Catatan -

1. Agar menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku

serta tidak menyimpang dari acara‘’kegiatan yang sudah ditentukan,
2. Schelun atau bila akan  melaksanakan kepiatan, agar terlebih dahulu

berkonsuliasi

Yembusan Kepada Yih

dengan Aparat Terkait,
S FRALA KANTOR SOSIALL POLITIK,
{.} LAMADYA JAKA PUSAT

/- R, —
/,‘- .\‘k’“‘ ?'|| -
Vi sobde . —
L )
\/ .

w S _AROTI BALLH,SE

TP 010135102

i. Walikotamadya Jp

Pt

Kotamadya Jakarta Pusat

- Albert Lokollo SH / Fadli Andi Natsif Sy
Penelitian " Suksesi Negara Kaitannya Denga
" Perjanjian Internasicnzal(Studi Kasus Pemisai




WALIKOTAMADYA JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN
Nonwr : 2847 /077.78

Walikotamadya Jakarta Pusat  menerangkan bahwa sesuai Rekomendasi
Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Jakarta Pusat Nomor. 302 /077.78 tanggal.

28 September 2001.

Nama
Pekerjaan
NIM
Sebagai
Peserta
Alamat

Adalah benar

Mulai tanggal
Akan mengadakan

Lokasi

|

Dengan ketentuan :

ABDUIL RASYTD.
Mahasiswa.
4590060002
Penpeliti,

J] Poltangan Il No.3 A R1.002 Rw.010 Kelurahan Pejaten
Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Sclatan.
Mahariswa Jururan Hukum internasional Fakultas Hukum
Universitas "45 Makasar

28 September 2001 S/D 24 Desember 2001
Penelitian tentang “ Suksesi Negara Kaitannya Dengan
Perjanpan Intermasional ( Studi Kasus Pemirahan ‘l'imor
Timur Dan Wilayah Internasional ™.

I. Departemen Luar Negsri RIL

2. Pusat Study Strategi Internasional { CSIS ).

1. Sebelum atau bila akan melaksanakan kegiatan agar terlebih dahulu berkonsultasi
dengan Instansi/Lembaga/Badan setempat untuk mendapatkan bantuan  yang

diperiukan.

g

Pemegang Surat Keterangan tersebut diatas sesudah menyelesaikan tugasnya diminta

untuk menyampaikan laporan tertulis hasil Data/Observasi/Penelitian/Praktek Kerja
Nyata dimaksud kepada Walikotamadva Jakarta Pusat Cq. Baeglan ‘lata
Pemerintahan Selkodys Jukaria Pusal, selambul-lwuubulnys tunggal, 24  Junuvari

2002,




PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
KANTOR SOSIAL POLITIK

" Trunojoyn Ne 1 Kebayoran Baru Telp, 7200325, 7260855 Pes 7119, lax, 7200325
JAKARTA

09024 DI AS
WONOR 1 163/077.78
Tt oto e et g e el domian Tnta Pemerintahan Kotasndya Jokarta Selatan
e ool nenbar ool o noteoacbae Jooe b deloatan
FUEITELE | ¢ venelitian/Survey
T co s s ettt Jirelitoratl Sosial Politik DXT Jakarta Nomor. 6578/-1-

atar Cidl ion bardaseckan surat Mrjen Mne Kesbang LDI
R U IR A IV A VATIN B trannnd 24 Septermcer 2uuf,
T S 1 oA L RASYID
LI $ 0290080002
Lihwsiswa

Huwum Universitas "45" Yakassar

Alihir

Alamnt t Iisun 3atunupara Tr. 01/05 3antimurung, Warcs

Tejunn : meliiuzan pengunpulan data dalam rangk: tugas mata kuliah tingkat
akhir denzan judul @ " SUKSESI IRGARA KAITANNYA DENGAN PERJAMNJITAN
INTERIASICNAL ( STUDI KASUS PEMISAEAY II.0R TIMUR DARI WILAYAH IHN

IZUESIA )M,

Lavsmnya : 25 Sepntemter s.d, 25 Desember 2007
Lok : D1 Iitbang LIPI Jakarta Selatan

seaeliti iseparlunya surat permohonan dan beritas lampiran yang diajukan

i titak berdcheratan lilakukan penclitian/rensuspulan data dimaksud,se-

Soreatunn nan vergydratan sobagei berikut

To Geielan selesal melakuzon penelitian/pengumpulen 2atia segera melaporkan Ha-
siluys tenada Wdihobamadya Jakarta Selatun cq. Kantor Sospel,

Faoeade wmnod Al Leanict neael i tinn/penrumnlan Aata Lerleblh dahulu melapor ko~
pads aparat Pemerintahan setempat,

Je cematuhi nepnla peraturan yang berlaku di deerah scteapat,

4o Uik llbheaarkan melakuian penelitian/pensurmpulan duta yang tidak ada kaitan~

aye Jenian jueul perelitian dimaksud s
emioian timampal¥an antuk meaiali bohaer lebih luniut.

25 Septlenber 2001
\QITOH 3C8Iils PILITIK

WITA SELATAN




PEMERINTAH PROPINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Jalan Trunojoyo No. |

JAKARTA No.000183

SURAT KETERANGAN
No. : W3 /¢77.78

Walikotamadya Jakarta Selatan menerangkan bahwa sesuai permohonan dari : Dite 3ospol  DKI
Karte I‘-'C‘m@l“55¥78/1 851.& serta Rekomendzsi Keken Sospel Liodys Jekarta Selzten
1€3/C77.7¢ tenggal 25 September 20C1

a o ASIUL LASYID

at/Tanggal Lahir -
mat .Dusun Batungpere Tr.C1/C5 “entimurang, ..eros

2/Mahasiswa* dari : Feke Hukum Unive "45" MNakasar

nduk Pelegar/Mahasiswa * © 45G0060CC2

fitanggal 25 3eptember s,d 25 Desember 2CC1 akan mengadakan  sen umpulan dste

1 mpd e g h4 T (10 SRR e T g TR & S L Bt
v mave &.0Lr 'j.e\né'}c;}]. dlluu]. P I S P A L VL o TS T A T e

CoaLl 5TU0I 12308 FZdshhAN TIMOR TIMUR DALT WILATAR 100055T4 ) "
1 di
$.Dite Litbeng LIFI Juliartz Selatan.

2. Kantor Dubes Australia, Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan,
an ketentuan

fpara Camat, Lurah, Instansi/Lembaga/Badan, RT dan RW setempat agar memberikan bantuan yang

diperlukan.

Apabila menyangkut data-data kewilayahan. agar memberitahukan terlebih dabulu kepada Camat
an Lurah yang bersangkutan.

Setelah menyelesaikan kegiatan tersebut agar menyampatkan laporan tertulis méngcnai hasii
pelaksanaan pengumpulan data/observasi/praktek kerja nyata dimaksud, kepada Walikotamadya
Jakarta Selatan

.,._-—Jakanu,aZ-‘? Septenbar 2CC1
. WALIKQFAMADYA JAKARTA SELATAN

fan :
ret salah sam.




ARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

b )

iran :

Jakarta, 12 Oktober 2001

973 /LB/X/2001/29 Kepada Yth,
- Saudara Dekan Fakultas Hukum
Pemberitahuan Survey Universitas “45"
di
Makasar

Menunjuk surat Saudara No. D.084/FH/U-451 VIII/2001 tanggal 25
Agustus 2001 perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami
beritahukan bahwa:

Nama - ABDUL RASYID

Nomor Induk Mahasiswa © 4590060002

Program Kekhususan . HUKUM INTERNASIONAL

Alamat . JL.SEMEN BUSOA MAROS
MAKASAR

Telah datang ke Direktorat Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri
dalam rangka survey/penelitian untuk pembuatan skripsi dengan judul;

SUKSEKSI NEGARA KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMISAHAN TIMOR TIMUR DARI
WILAYAH INDONESIA)

Untuk melengkapi perpustakaan Direktorat Perjanjian Internasional, kami
mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat mengirimkan satu

sknpsinya yang telah selesat kepada kami.

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapakan terima kasth.

A.n Kepala Bagian Tata [saha
Dlrektorat Perjanjian Internasional

uk yang bersangkutan,

snp




PUSAT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DEPARTEMEN LUAR NEGER]
JLN TAMAN PEJAMBON NO. 4 {EX.BP7)
JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN RISET
NOMOR:136/RIS/PERPUST/ X7 2001/32

Menunjuk Surat Pengantar Riser Nomor : D.084/FH/U-45/VIII/2001 dari
Universitas “45” Makasar Fakultas Hukum.
Bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Rasyid
NIRM. : 4590060002
Fakultas/Jurusan :Hukum

Telah mengadakan riset/penelitian di Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Badan
Litbang Departemen Luar Negeri Jakaria selama 1| (satu) hari dalam rangka penyusunan
skripsi yang berjudul :

Suksesi Negara Kaitannya dengan Perjanjian Internasional (Studi Kasus

Pemisahan Timor Timur dari Wilayah Indonesia).

Demikianlah Surat Keterangan Riset ini kami berikan untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

09 ~Oktober 2001
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l,'.' ,_‘:‘l
p k@z‘ﬁl

Ay, AUSTRALIA .+
S S

AUSTRALIAN EMBASSY

LIBRARY JAKARTA
Jctober 2001

To whom it may concern

15 to certify that:

Name : Mr. Abdul Rasyid
Student No.  : 4590060002
Student of  : Law Faculty, University "45" Makasar

come to our Library on Monday, 22 October 2001 for materials related to his research

s\Indiarto, S8
Estaht Librarian

Australian Embassy Library, Jalan H.R, Rasuna Said Kav C 15-16, Jakarta Selatan 12940
Telephone: +62 21 2550 5278, 2550 5279 Facsimile: +62 21 522 7104

‘ Email: ausemjkt@rad.net.id Website: hitp:/www.ausiembjak.or.id




LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PROYEK PENELITIAN POLITIK
Alamat : Widya Graha LIPI Lt. 11, JI. Jend. Gatot Subroto 10 Jakarta 12710 Indonesia

Tromol Pos 4418 / KBY, Telpon : 5251542 (8 saluran)

SURAT KETERANGAN

engan ini diteraagkan bahwa orang/Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

ABDUL RASYID

Fak, Hukum Univ, "45" Makasar

4530060002

Dusun Batunapara Tr. 01/05, Batimurung, Waros

-

lngka menyusun Skripsei yang berjudul: SUKSESI NEGARA KAITANNTA DENGAN
AN INTERNASIONAL. (Studi Kemus “emisahan Timor Timur Dari Wilayah Indonesia),
ngadakan penelitian di Perpustakaan Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI

ua (2) hari.

mikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Oktober 2009

n., Kagubag Perpustaksan Pugslitbang




